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WAHYUNI IDRUS (B111 12 143), “Analisis Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota TNI (Studi 
Kasus Putusan Nomor: 30-K/ PM III-16 / AD / II / 2014)”. Dibimbing Oleh 
Bapak Andi Sofyan selaku pembimbing I dan Bapak Amir Ilyas selaku 
pembimbing II. 
 
Penelitian ini betujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
pada tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Oknum 
Anggota TNI putusan Nomor : 30-K/ PM III-16 / AD / II / 2014.Dan untuk 
mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim pada tindak pidana 
penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Oleh Oknum Anggota TNI 
khususnya putusan Nomor : 30-K/ PM III-16 / AD / II / 2014 
 
Penelitian ini dilakukan di kota Makassar yaitu Pengadilan Militer III-
16 Makassar. Dengan mempelajari data yang diperoleh dari hasil 
wawancara dan dari kajian kepustakaan yaitu putusan Nomor : 30-K/ PM 
III-16 / AD / II / 2014., buku- buku, dokumen, serta peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian sebagai berikut :1) Penerapan 
pidana materiil dalam Putusan Nomor:30-K/PM III-16/AD/II/2014 
Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah tepat karena dakwaan alternatif 
oleh oditur militer yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa 
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
Narkotika yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI 
No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta pidana tambahan yakni dipecat 
dari dinas militer, Putusan ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat 
Banding di Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya  Nomor: 68-
K/PMT.III/BDG/AD/V/2014. 2) Pertimbangan Mejelis Hakim Militer dalam 
menjatuhkan Putusan Nomor: 30-K/PM III-16/AD/II/2014 yang dikuatkan 
oleh Pengadilan Tingkat banding di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 
Nomor: 68-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014 menurut penulis telah sesuai karena 
semua unsur dalam dakwaan alternatif telah terpenuhi karena dakwaan 
alternatif pertama telah terbukti serta dengan alat bukti surat, keterangan 
saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga Hakim memperoleh keyakinan 
bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan 






WAHYUNI IDRUS (B111 12 143) with the title of thesis is “Judicial 
Review of Criminal Act against the Narcotics Abuse by the member of 
TNI (Study case of decision number No. 30-K/ PM III-16 / AD / II / 2014)”. 
Guided by Andi Sofyan as the supervisor and Amir Ilyas as the co-
supervisor 
 
The research aims to determine the application of the criminal law 
against the the Narcotics Abuse by the member of TNI Study case of 
decision number No. 30-K/ PM III-16 / AD / II / 2014and to know the 
consideration of a judge in a criminal verdict against theNarcotics Abuse by 
the member of TNI especially on Study case of decision number No. 30-K/ 
PM III-16 / AD / II / 2014 
This research was conducted in the Makassar city, precisely in the 
Military CourtIII-16 of Makassar. By studying the data obtained from the 
interview and the study of literature, which are the verdict Number: 30-K/ 
PM III-16 / AD / II / 2014, books, documents, and the rules of law which is 
related to the issued. 
The results of the study are : 1)The application of material criminal in 
Decision No. 30 - K / PM III - 16 / AD / II / 2014 the Military Court III - 16 
Makassar is right for alternative charges by military prosecutors who have 
been selected by the judge stating that the defendant guilty of the crime of 
abuse narcotics, regulated and punishable under Article 114 paragraph (1) 
by Law 35 of 2009 about the Narcotics and additional penalty which was 
fired from the military , the ruling upheld by the Court of Appeal decision in 
the High Military Court III Surabaya No. 68 - K / PMT.III / BDG / AD / V / 
2014. 2) The Consideration of Military assembly’s  Judge in dropping 
Decision No. 30 - K / PM III - 16 / AD / II / 2014 boosted by the Court of 
appeal in the High Military Court III Surabaya No. 68 - K / PMT.III / BDG / 
AD / V / 2014 according to the author are compliant because all the 
elements in the alternative charges has been fulfilled because of the first 
alternative charges has been proven as well as the documentary evidence, 
witness statements, and the statements of the defendant so the judge gain 
confidence that the defendant has committed the crime of abuse of 
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A. Latar Belakang 
Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika merupakan masalah 
besar yang sedang menjadi topik populer sekaligus menjadi suatu 
keperihatinan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika tersebut semakin marak dan bahkan para pelaku 
penyalahgunaan narkotika seolah – olah tidak tahu tentang adanya 
sanksi pidana yang akan menyertainya.  
Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang 
perkembangannya sangat mengkhawatirkan dan berdampak terhadap 
keluarga dan lingkungan sosial. Kerugian sosial – ekonomi akibat 
penyalahgunaan narkotika cenderung meningkat dari tahun ke tahun, 
dari Rp. 23,6 trilyun di 2004 menjadi Rp. 48 trilyun (2008). Walaupun 
jumlah penyalahguna cenderung stabil, namun jumlah kasus narkotika 
yang diungkap meningkat di tahun 2012 ke 2013. Angka – angka yang 
dilaporkan ini hanya puncak dari masalah narkotika yang jauh lebih 
besar.1 
Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkotika setahun 
terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% 
dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008. Hasil 
                                                          
1 United Nation Office on Drugs and Crime. 2010. World Drug Report 2014, 
https://www.unodc.org/documents/wdr2014/World_Drug_Report_2014_web.pdf. Dikutip dari 
Laporan Survei Perkembangan Penyalahguna Narkoba di Indonesia Tahun Anggaran 2014, oleh 
Badan Narkotika Nasional Indonesia, diakses pada hari Sabtu, 10 Oktober 2015, pukul 20.15 WITA. 
2 
proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkotika akan meningkat 
sekitar 2,6% di tahun 2013.2 Fakta tersebut di dukung oleh adanya 
kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus 
narkotika.Data pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, 
lalu meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2010. Demikian pula data 
sitaan narkotika untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan 
heroin.3 Berdasarkan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika dari 
tahun ke tahun mengalami peningkatan bahkan prediksi pada 2015 
diperkirakan jumlah pengguna narkotika di Indonesia akan mencapai 5,8 
juta jiwa. 
Peningkatan jumlah pengguna narkotika di Indonesia yang 
diperkirakan mencapai 5,8 juta jiwa ditahun 2015  merupakan jumlah 
yang tidak diklasifikasi berdasarkan persentase umur, jenis kelamin, 
maupun profesi. Namun, setiap individu dapat melakukan 
penyalahgunaan narkotika tanpa mengenal usia, maupun profesi seluruh 
lapisan masyarakat mulai dari pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, 
selebritis, birokrat bahkan penegak hukum, maupun oknum TNI yang 
merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan 
merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, 
dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara,serta diharapkan 
mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk melakukan 
                                                          
2 BNN (2011). Journal od Data on the prevention and eradication of drug abuse and illicit 
trafficking 2011. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2015, pukul 21.07 WITA. 
3 BNN (2011). Jurnal Data 2011. Diakses pada hari Minggu, 11 Oktober 2015, pukul 16.32 WITA 
3 
pencegahan dan pemberantasan serta tidak melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan Narkotika, mengingat bahwa Militer di Indonesia identik 
dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap 
hukum yang berlaku.   
Dengan demikian penegakan hukum di bidang hukum militer 
harus semakin dimaksimalkan. Sebagaimana diketahui bersama bahwa 
hukum militer sebagai subsistem dari sistem pertahanan keamanan 
negara perlu mengatur secara tegas mengenai operasionalisasi dari 
tatanan kehidupan bela negara yang melahirkan pertahanan keamanan 
rakyat semesta. Tatanan kehidupan bela negara mencakup 
penyelenggaraan seluruh daya kemampuan bangsa dan harus disusun, 
diarahkan serta dikerahkan secara terpadu dan terkendali baik mengenai 
tenaga manusia, fasilitas, peralatan maupun jasa dan ruang wilayah. 
Arah pengembangan hukum militer menuju pada terciptanya keserasian 
antara penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan 
keamanan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara serta 
ketahanan nasional, guna menjamin eksistensi kehidupan berbangsa 
dan bernegara yang bertujuan membangun manusia seutuhnya.4 
Seorang militer adalah alat pertahanan negara, dimana militer 
yang seharusnya menjaga ketentraman dan keamanan negara 
berdasarkan dengan Undang – Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang 
                                                          
4 Suhadi, 1996, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang 
Militer dan Bela Negara, Badan Pembinaan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela 
Negara, Jakarta, hal 2. 
4 
Tentara Nasional Indonesia, Tidak seharusnya berbuat suatu tindakan 
yang bertentangan dengan hukum. Kasus – kasus  yang menimpa pada 
seorang militer yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara 
umum maupun khusus dibedakan secara khusus di lingkup 
peradilannya. Karena Hukum Militer itu sendiri merupakan salah satu 
daripada hukum khusus, maka sistem peradilannya juga secara khusus. 
Kasus – kasus yang menjerat seorang militer sebagai subjek hukum 
pidana tersebut disidangkan dan diadili secara khusus di Pengadilan 
Militer.  
Anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkotika akan 
dijatuhi sanksi pidana sesuai dengan yang diatur dalam Undang –
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terbukti 
melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Sesuai dengan 
Pasal 6 KUHPM, terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana 
selain dijatuhi pidana pokok juga dapat dijatuhi pidana tambahan. Jenis 
pidana tambahan tersebut berupa pemecatan dari dinas militer, 
penurunan pangkat dan pencabutan hak – hak tertentu. Untuk pidana 
tambahan yang berupa pemecatan dinas dari militer dan penurunan 
pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum. Kedua jenis 
pidana tambahan ini adalah murni bersifat kemiliteran dan sekaligus 
merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer. 
Beberapa kasus yang terjadi pada anggota militer salah satunya 
adalah penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI-AD 
5 
Soepryanto yang berpangkat Pratu pada Kesatuan Denmadam VII/Wrb 
Makassar. Ketika itu, Terdakwa mengenakan pakaian Dinas Loreng 
mengendarai sepeda motor mendatangi rumah Sulfatmawati Arif alias 
Pato untuk mengantarkan pesanan 3 gram shabu – shabu dari Ridwan, 
tiba ditempat Terdakwa menyerahkan barang dengan harga Rp 
1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh rupiah) untuk satu gram 
tersebut kepada Sulfatmawati Arif alias Pato dan temannya Rika 
Puspitayana, Gassalam Nur alias Cinnang, Muhammad Akbar yang 
selanjutnya mengkonsumsi 1 gram shabu – shabu bersama – bersama 
dan sisanya dibawa ke Pangkep, tiba di Pangkep Terdakwa dan 
Sulfamawati Arif alias Pato mengantar Rika puspitayana kekediamannya 
namun Rika Puspitayana melanjutkan mengkonsumsi shabu – shabu di 
kediamannya bersama teman – temannya, berdasarkan dari laporan 
warga masyarakat, Briptu Risnandar bersama Briptu Wahyu dan Bripka 
Asriadi dipimpin oleh Kasat Narkoba Polres Pangkep atas nama H.J.D 
Hulinggi menggerebek dan menangkap Rika Puspitayana dan teman – 
temannya, serta ditemukan barang bukti berupa 1(satu) set alat 
penghisap shabu – shabu, 1 (satu) buah plastik double klip ukuran kecil 
bekas pembungkus shabu – shabu, 1 (satu) batang jarum, 2 (dua) buah 
korek api gas dan berdasarkan dari keterangan pemeriksaan Rika 
Puspitayana kalau shabu – shabu dibeli dari Terdakwa. 
Melalui persidangan yang dilakukan di Pengadilan Militer, 
perbuatan – perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur 
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– unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana 
berdasarkan Pasal 114 ayat (1)5, Pasal 112 ayat (1)6, atau Pasal 127 
ayat (1)7 huruf a Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika. Setelah dinyatakan bahwa unsur – unsur tindak pidana 
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 114 
ayat (1) , Pasal 112 ayat (1) , atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - 
Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, 
majelis hakim kemudian menjatuhi hukuman pidana kepada terdakwa 
dengan Pidana Pokok Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan masa 
penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 
pidana yang dijatuhkan. Pidana Denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- 
(satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara pengganti selama 3 (tiga) 
bulan. Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer. 
Seperti kasus tersebut bahwa masalah peredaran dan 
penyalahgunaan narkotika di lingkungan militer harus mendapat 
penangan yang serius, karena hal ini bisa menyebabkan rusaknya moral 
prajurit militer dan merusak citra kesatuan. Oleh karena itu, 
                                                          
5 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 
(lima) tahun dan paling lama 20 (tahun) dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).. 
6 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, 
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 
800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar 
rupiah). 
7 Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) tahun. 
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kewaspadaan akan peredaran narkotika harus lebih ditingkatkan, 
sehingga penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika dapat dilakukan secara efektif dan efesien. 
Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis berkeinginan untuk 
melakukan penelitian yang mendalam tentang “Analisis Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum 
Anggota TNI (Studi Kasus Putusan Nomor : 30-K/PM.III-
16/AD/II/2014)” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka masalah pokok 
penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika oleh Oknum Anggota TNI berdasarkan 
Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/II/2014 ? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika oleh Oknum Anggota TNI 
berdasarkan Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/II/2014 ? 
C. Tujuan  Penelitian  
1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil pada tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika oleh Oknum Anggota TNI 
berdasarkan Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/II/2014. 
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2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh Oknum Anggota TNI 
berdasarkan Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/II/2014. 
D. Kegunaan Penelitian 
1. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum 
terutama menyangkut masalah penanganan tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika khususnya di lingkungan TNI. 
2. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan 
bagiaparat penegak hukum militer terutama pengadilan Militer  dalam 
melakukan penanganan tindak pidana penyalahgunaan narkotika 
















A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Pengertian tindak pidana dalam kitab Undang – Undang 
Hukum Pidana dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam 
kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah 
delik, sedangkan pembuat Undang – Undang merumuskan suatu 
Undang – Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau 
perbuatan pidana atau tindak pidana8. 
Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak 
pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana dengan istilah:9 
1. Strafbaar Feit adalah peristiwa pidana. 
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan perbuatan pidana, 
yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman, dan 
3. Criminal act diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal. 
Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri 
atas tiga kata, yaitu straf, baar, feit. Yang masing-masing memiliki 
arti :10 
a. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum, 
b. Baar diartikan sebagai dapat dan boleh, 
                                                          
8 Amir Ilyas, S.H.,M.H, 2012, Asas – Asas Hukum Pidana, Rangkang Education, 




c. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan 
perbuatan. 
Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana 
atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa 
asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya 
dapat dikenakan hukuman11. 
Moeljatno menyatakan bahwa perbuatan menunjuk ke dalam 
yang melakukan dan kepada akibatnya dan kata perbuatan berarti 
dibuat oleh seseorang yang dapat dipidana adalah kepanjangan dari 
istilah yang merupakan terjemahan dari starbaarfeit”12. 
Kemudian H.J Van Schravendiik mengartikan delik sebagai 
perbuatan yang boleh di hukum, sedangkan Utrecht lebih 
menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah 
pidana menurut beliau meliputi perbuatan (andelen) atau doen positif 
atau melainkan (visum atau nabetan atau met doen, negatif/maupun 
akibatnya).13 
Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung 
unsur-unsur : perbuatan tersebut dilarang oleh undangundang 
(mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak 
ada alasan pembenar.14 
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana 
                                                          
11 Ibid., hal 19. 
12 Moeljatno, dalam buku Amir Ilyas,S.H.,M.H,Ibid., hal 21. 
13 Sianturi, S.R , dalam buku Amir Ilyas, ibid, hal 22. 
14 Amir Ilyas, ibid, hal 28 
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Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar – dasar tertentu, yakni 
sebagai berikut :15 
a. Menurut Sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat 
dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalambuku III.  
Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran 
adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini 
dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada 
yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana 
kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominassi 
dengan pidana penjara. 
Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan 
pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik – delik yang 
melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya 
secara kongkret, sedangkan pelanggaran hanya itu hanya 
membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat 
undang – undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran 
sebagai berikut : 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan – perbuatan yang 
merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia 
yang melakukan delik di Luar negeri yang digolongkan sebagai 
delik pelanggaran di Indonesia, maka dipandang tidak perlu 
dituntut. 
                                                          
15 Ibid., hal 28-34 
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2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tindak 
pidana. 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak dibawah 
umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran. 
b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana 
formil dan tindak pidana materiil. 
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan 
yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. 
Perumusan tindak pidana formil tidak melakukan dan/atau tidak 
memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan 
sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata – 
mata pada perbuatannya. 
Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti 
larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena 
itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk 
selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh 
mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya 
tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. 
Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal 
pembunuhan tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari 
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perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat kehilangan 
nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. 
c. Berdasarkan bentuk kesalahaan, dibedakan anatara tindak 
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja 
(culpa). 
Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam 
rumusannya dilakukan sengan kesengajaan atau mengandung 
unsur kesengajaan. Sedangan tindak pidana tidak sengaja adalah 
tindak pidana yang dalam rumusannya mengadung culpa. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi 
dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi. 
Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang 
perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah 
perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan 
dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif 
orang melanggar larangan perbuatan aktif ini terdapat baik dalam 
tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara 
materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam 
KUHP adalah tindak pidana aktif. 
Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana 
pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak 
pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara 
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formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata – mata 
unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara 
itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana 
yang pada dasaranya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 
dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang 
mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak 
berbuat/atau menagabaikan sehingga akibat itu benar – benar 
timbul.   
e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana 
terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung 
terus. 
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau 
waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. 
Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, 
sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni 
setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung 
terus, yang disebut dengan voordurende dellicten. Tindak pidana 
ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu 
keadaan yang terlarang. 
f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
umum dan tindak pidana khusus. 
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Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang 
dianut dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil ( 
Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah 
semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP. 
g. Dilihat sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana 
communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua 
orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat 
dilakukan oleh orang yang berkualiatas tertentu). 
Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan 
untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar 
tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. 
Akan tetapi, ada perbuatan – perbuatan yang tidak patut yang 
khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas 
tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) 
atau nahkoda (pada kejahatan pelayaran),dan sebagainya. 
h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, 
maka dibedakan anatara tindak pidana biasa dan tindak pidana 
aduan. 
Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak 
pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap 
pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang 
berhak, sementara itu tindak pidana aduan adalah tindak pidana 
yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu 
16 
adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, 
yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata atau keluarga 
tertentu dalam hal tertentu atau orang yang diberikan kuasa 
khusus untuk pengaduan oleh yang berhak. 
i. Berdasarkan berat – ringannya pdana yang diancamkan, maka 
dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana 
yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan, 
Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang 
dibentuk menjadi : 
1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau 
dapat juga disebut dengan bentuk standar; 
2) Dalam bentuk yang diperberat; dan 
3) Dalam bentuk ringan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara 
lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, 
sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, 
tidak mengulang kembali unsur – unsur bentuk pokok itu, 
melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau 
pasal bentuk pokoknya, kemuadian disebutkan atau ditambahkan 
unsur yang bersifat memberatkan atau meringan secara tegas 
dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor 
peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana bentuk 
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yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau 
lebih ringan dari pada bentuk pokoknya. 
j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak 
pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada 
kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan 
perundang – undangan. 
Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab 
dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang 
dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini 
maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. Untuk 
melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, 
dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I 
KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran 
tugas – tugas bagi peguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap 
penguasa umu (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan 
terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti 
pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), 
pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya. 
k. Dari sudut  berapa kali perbuatan untuk menyadi suatu larangan, 
dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana 
berangkai. 
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
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selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup 
dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana 
dala KUHP adala berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu 
yang dimaksud dengan tindak pidanan berangkai adalah tindak 
pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk 
dipandang sebagai selesai dapat dipidananya pelaku, disyaratkan 
dilakukan secara berulang. 
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana 
Tindak pidana yang terdapat didalam KUHP itu pada umumnya 
dapat kita jabarkan ke dalam unsur – unsur yang pada dasarnya dapat 
kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur – unsur subjektif dan 
unsur – unsur objektif.16  
Yang dimaksud dengan unsur – unsur subjektif adalah unsur-
unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 
dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu 
yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan 
unsur – unsur objektif adalah unsur – unsur yang ada hubungannya 
dengan keadaan – keadaan, yaitu di dalam keadaan – keadaan 
dimana tindakan – tindakan dari si pelaku itu yang harus dilakukan.  
Unsur - unsur subjektif dari tindak pidana itu, yaitu :17 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
                                                          
16 Abdullah Marlang, 2009 , Pengantar Hukum Indonesia ,A.S Publishing, Makassar,hal 67 
17 P.A.F Lamintang, 2011, Dasar – Dasar Hukum Pidana Indonesia , PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung, hal 193-194 
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2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging 
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.  
3. Macam - macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat 
di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, 
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.  
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad 
misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan 
menurut Pasal 340 KUHP. 
5. Perasaan takut atau vress seperti didalam rumusan tindak 
pidana menurut Pasal 308 KUHP.  
Unsur - unsur objektif tindak pidana yaitu :18 
1. Sifat melanggar hukum atau wederrechttelijkheid.  
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang 
pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP. 
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat. 
Selain daripada unsur – unsur objektif dan unsur – unsur  
subjektif diatas adapun unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut:19 
                                                          
18 Ibid 
19 Amir Ilyas, Op Cit., hal 49 
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a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik) 
Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (feit), yakni: 
1) Perbuatan (feit) yaitu terjadinya kejahatan (delik). 
2) Perbuatan (feit) yaitu perbuatan yang didakwakan. 
3) Perbuatan (feit) yaitu perbuatan material, jadi perbuatan itu 
terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. 
b. Ada Sifat Melawan Hukum 
Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan 
hukum, yaitu: 
1) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 
“bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak 
orang lain, melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau 
Hukum Administrasi Negara. 
2) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan 
hak orang lain”. 
3) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 
Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa 
wenang atau “tanpa hak”. 
4) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum 
Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam rancangan KUHPN 
memberikan defenisi “bertentangan dengan hukum” artinya, 
bertenntangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau 
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anggapan masyarakat, atau yang benar - benar dirasakan oleh 
masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. 
Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana 
oleh peraturan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. 
Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) 
macam, yakni: 
a. Sifat melawan hukum formil. Menurut pendapat ini, yang dimaksud 
dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang 
memenuhi rumusan Undang – Undang, kecuali jika diadakan 
pengecualian – pengecualian yang telah ditentukan dalam 
undangundang, melawan hukum berarti melawan Undang – 
Undang, sebab hukum adalah Undang – Undang. 
b. Sifat melawan hukum materil. Menurut pendapat ini belum tentu 
perbuatan yang memenuhi rumusan Undang – Undang itu bersifat 
melawan hukum, bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu 
bukan hanya Undang – Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi 
juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau 
kenyataan kenyataan yang berlaku di masyarakat. 
Sifat melawan hukum mempunyai empat makna yang berbeda, 
yakni : 
1. Sifat melawan hukum formil 
Sifat melawan hukum formil berarti semua bagian dari 
rumusan delik telah terpenuhi, yang terjadi karena melanggar 
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ketentuan pidana menurut Undang – Undang dalam rumusan delik 
tertentu. Pada delik-delik material atau delik – delik yang 
dirumuskan secara material, sifat melawan hukum material 
dimasukkan dalam rumusan delik sendiri dan karena itu bukti dari 
sifat melawan hukum materil termasuk dalam bukti dari rumusan 
delik. 
2. Sifat melawan hukum materil 
Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau 
membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh 
pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Pada delik 
– delik material atau delik – delik yang dirumuskan secara material, 
sifat melawan hukum material dimasukkan dalam rumusan delik 
sendiri dan karena itu bukti dari sifat melawan hukum materil 
termasuk dalam bukti dari rumusan delik. 
 
3. Sifat melawan hukum umum 
Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai 
bagian luar Undang – Undang) yang berarti bertentangan dengan 
hukum objektif. Hal ini pada umumnya terjadi jika perrbuatannya 
bersifat melawan hukum formil dan tidak ada alasan pembenar. 
4. Sifat melawan hukum khusus 
Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai 
bagian dari Undang – Undang) memiliki arti khusus dalam tiap – 
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tiap rumusan delik didalamnya itu sifat melawan hukum menjadi 
bagian dari Undang – Undang dan dapat dinamakan suatu fase dari 
sifat melawan hukum umum. 
c. Tidak ada alasan pembenar 
Alasan pembenar timbul ketika perbuatan seseorang memang 
tidak memiliki nilai melawan hukum sehingga bukanlah orangnya yang 
dimaafkan akan tetapi perbuatannya yang harus dianggap benar 
sedangkan alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki 
sifat melawan hukum namun karena alasan tertentu maka orangnya 
dimaafkan. Alasan pembenar bermuara pada putusan bebas 
sedangkan alasan pemaaf bermuara pada putusan lepas. 
B. Narkotika 
1. Pengertian Narkotika 
Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat 
mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun 
elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan 
bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuhan akibat 
penggunaannya, termasuk aparat negara yaitu Tentara Nasional 
indonesia. 
AR. Sujono dan Bony Daniel mengemukakan bahwa kata 
narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” yang 
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berarti membuat lumpuh atau mati rasa20. Sedangkan   Sudarto 
mengatakan bahwa perkataan narkotika berasal dari perkataan 
Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasa apa – 
apa21. 
Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis 
zat yang dapat menimbulkan pengaruh – pengaruh tertentu bagi 
orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke 
dalam tubuh.22  
Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan narkotika 
adalah zat – zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran 
atau pembiusan dikarenakan zat – zat tersebut bekerja 
mempengaruhi susunan syaraf sentral. Narkotika ini sudah termasuk 
candu zat – zat yang dibuat dari candu (mophine, codein, 
methadone)”.23  
WHO (World Health Organization) sendiri memberikan definisi 
tentang pengertian narkotika sebagai berikut, narkotika merupakan 
suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan 
memengaruhi fungsi fisik dan atau psikologis (kecuali makanan, air, 
atau oksigen)24. 
                                                          
20 AR. Sujono, dan Bony Daniel, 2011, Komentar dan Pembahasan Undang – Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, hal 2 
21  Moh. Taufik Makaro,S.H.,M.H,2005, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, hal 17 
22 Ibid., hal 16 
23 Ibid, hal 18 
24 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, 2013, Narkoba, Psikotropika dan Gangguan 
Jiwa, Nuha Medika, Yogyakarta, hal 2 
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Didalam bukunya, Ridha Ma’roef mengatakan bahwa Narkotika 
ialah Candu, Ganja, Cocaine, dan zat – zat yang bahan mentahnya 
diambil dari benda – benda termasuk yakni Morphine, Heroin, Codein 
Hashisch, Cocaine. Termasuk juga Narkotika sintetis yang 
menghasilkan zat – zat, obat yang tergolong dalam Hallucinogen dan 
Stimulan25. 
Lebih lanjut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika Pasal 1 menerangkan bahwa Narkotika adalah zat atau 
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis 
maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. 
Narkotika dibedakan kedalam golongan – golongan Narkotika 
sebagaimana sebagai berikut :26 
1. Narkotika Golongan I, Narkotika golongan ini disebut dengan 
narkotika alami yang merupakan zat dan obat yang langsung 
bisa dipakai sebagai narkotika tanpa perlu adanya proses 
fermentasi, isolasi dan proses lainnya terlebih dahulu karena 
bisa langsung dipakai dengan sedikit proses sederhana. Bahan 
alami tersebut umumnya tidak boleh digunakan untuk terapi 
pengobatan secara langsung karena beresiko yang terdiri dari: 
                                                          
25 Ridha Ma’roef, 1987, Narkotika, Masalah dan Bahayanya, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 
15   
26 Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W, Op Cit., hal 4-6 
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a. Tanaman Papaver Somniferum L.kokain/kokaina Heroin. 
b. Morphine (Putaw). 
c. Ganja. 
2. Narkotika Golongan II, Narkotika golongan ini disebut narkotika 
semi sintetisa yaitu zat atau obat yang diproduksi dengan cara 
isolasi, ekstraksi dan lain sebagainya, seperti : Alfasetilmetadol, 
Benzetiidin, Betametadol. 
3. Narkotika Golongan III, Narkotika sintetik jenis ini memerlukan 
proses yang bersifat untuk keperluan medis dan penelitian 
sebagai penghilang rasa sakit. Seperti: Metadon, Neltrexon dan 
sebagainya.  
2. Jenis – Jenis Narkotika 
a. Opioid (Opiat) 
Opioid atau opiad berasal dari kata opium, jus dari bunga 
opium, Papaver somniverum, yang mengandung kira – kira 20 
alkaloid opium termasuk morfin. Nama opioid juga digunakan 
untuk opiat, yaitu suatu preparat atau  derivat dari opium dan 
narkotika sintetik yang kerjanya menyerupai opiat tetapi tidak 
didapatkan dari opium. 
Bahan – bahan opioid yang sering disalahgunakan adalah : 
1) Candu  
Getah tanaman Papaver Somniferum didapat dengan 
menyadap (menggores) buah yang hendak masak. Getah 
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yang keluar berwarna putih dan dinamai “Lates”. Getah ini 
dibiarkan mengering pada permukaan buah sehingga 
berwarna coklat kehitaman dan sesudah diolah akan menjadi 
suatu adonan yang menyerupai aspal lunak. Inilah yang 
dinamakan candu mentah atau candu kasar. Candu yang 
kasar mengandung bermacam – macam zat – zat aktif yang 
sering disalahgunkan. Candu masak warnanya coklat tua atau 
coklat kehitaman. Diperjual belikan dalam kemasan kotak 
kaleng dengan berbagai macam cap, antara lain, ular, 
tengkorak, burung elang, bola dunia, cap 999, cap anjing, dan 
sebagainya. Pemakaiannya dengan cara dihisap. 
2) Morfin 
Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin 
merupakan alkaloida utama dari opium. Morfin rasanya pahit, 
berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk 
cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap dan 
disuntikkan. 
b. Heroin (Putaw) 
Heroin merupakan kekuatan yang dua kali leboh kuat dari 
morfin dan merupakan jenis opiat yang paling sering 
disalahgunakan orang di Indonesia. Heroin yang secara 
farmakologis mirip dengan morfin menyebabkan orang menjadi 
mengantuk dan perubahan suasana hati yang tidak menentu. 
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Walaupun, pembuatan, penjualan dan pemilikan heroin adalah 
ilegal, tetapi diusahakan heroin tetap tersedia bagi pasien dengan 
penyakit kanker terminal karena efek analgesik dan euforik yang 
baik. 
1) Codein 
Codein termasuk turunan dari opim/candu. Efek codein lebih 
lemah daripada herion dan potensinya untuk menimbulkan 
ketergantungan rendah. Biasanya dijual dalam bentuk pil atau 
cairan jernih. Cara pemakaiannya ditelan dan disuntikkan.  
2) Demerol 
Nama lain dari demerol adalah pethidina. Pemakaiannya 
dapat ditelan atau dengan disuntikkan. Demerol dijual dalam 
bentuk pil atau cairan tidak berwarna. 
3) Methadon 
Methadon saai ini banyak digunakan dalam pengobatan 
ketergantungan opioid. Antagonis opioid telah dibuat untuk 
mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid. Kelas 
obat tersebut adalah nalaxone (Narcan), naltrxone (Trexan), 
nalorphine, levalorphane dan apomorphine. Sejumlah 
senyawa ini aktivitas campuran agonis dan antagonis telah 
disintesis dan senyawa tersebut adalah pentazonice, 
butorphanol (stadol), dan buprenorphine (Buprenex). 
Beberapa penelitian telah menemukan buprenorphine adalah 
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suatu pengobataan yang efektif untuk ketergantungan opioid. 
Nama populer jenis opioid : putaw, etep, putih. 
c. Kokain 
Kokain adalah zat adiktif yang sering disalahgunakan dan 
merupakan zat yang sangat berbahaya. Kokain merupakan 
alkaloid yang didapatkan dari tanaman belukar Erythroxylon coca, 
yang berasal dari Amerika Selatan, daun dari tanaman belukar ini 
biasanya dikunyah oleh penduduk setempat untuk efek stimulan. 
Nama lain untuk kokain, snow, coke, girl, lady dan crack (kokain 
dalam bentuk yang paling murni dan bebas basa untuk 
mendapatkan efek yang lebih kuat). 
d. Kanabis (Ganja) 
Kanabis adalah nama singkat untuk tanaman Cannabis 
sativa.Tanaman kanabis biasanya dipotong, dikeringkan, 
dipotong kecil – kecil dan digulung menjadi rokok. 
Bentuk yang paling potensi berasal dari tanaman yang 
berbunga yang dikeringkan an berwarna coklat-hitam. Nama yang 
umum untuk kanabis adalah marijuana, grass, pot, mary jane. 
Nama lain untuk menggambarkan tipe kanabis dalam berbagai 
kekuatan adalah hemp, chasra, bhang, dagga, ganja.  
3. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika 
Tindak pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 
sampai Pasal 130 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
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Narkotika yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak 
disebutkan dengan tegas dalam Undang - Undang Narkotika bahwa 
tindak pidana yang diatur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi 
tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam 
Undang – Undang tersebut merupakan kejahatan. Alasannya, kalau 
Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu 
pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan - 
kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat 
besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara 
tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia27. 
Sementara itu penyalahgunaan Narkotika merupakan suatu 
tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, 
baik fisik maupun jiwa sipemakai dan juga terhadap masyarakat di 
sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab 
dari penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, 
sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban 
pelaku, merupakan delik formil28. 
C. Pengertian Tentara Nasional Indonesia 
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang 
Tentara Nasional Indonesia tujuan pembentukan Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik 
                                                          
27 Supramono, 2001, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm. 5   
28  Ibid, hal 49 
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Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk 
menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, 
dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk 
perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam 
tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.  
Menurut Pasal 2 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004, jati diri 
Tentara Nasional Indonesia (TNI) , yaitu :  
a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga 
negara Indonesia;  
b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam 
melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;  
c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang 
bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, 
suku, ras, dan golongan agama; dan  
d. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, 
diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, 
dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik 
negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi 
manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang 
telah diratifikasi. 
Sedangkan pada Pasal 46 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana 
Militer yang dimaksud tentara ialah : 
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(1) Mereka yang dalam Angkatan Perang secara sukarela membuat 
ikatan dinas untuk diwajibkan terus-menerus dalam dinas yang 
sebenarnya, selama waktu seluruhnya dari ikatan dinas itu. 
(2) Semua anggota sukarela lainnya dalam angkatan dan para militer 
wajib, sejauh mana atau selama mereka itu dalam dinas yang 
sebenarnya, demikian juga apabila mereka diluar yang sebenarnya 
dalam waktu mereka itu dapat dipanggil untuk dinas itu, melakukan 
yang diatur dalam Pasal 97, 99 dan 139 KUHP. 
Tugas dan wewenang TNI Sesuai Undang – Undang Nomor 34 
Tahun 2004 Tentang TNI Pasal 7, sebagai berikut : 
(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, 
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945, serta 
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia 
dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.  
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
dengan : 
a. Operasi militer untuk perang 
b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk : 
1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata 
2. Mengatasi pemberontakan bersenjata 
3. Mengatasi aksi terorisme 
4. Mengamankan wilayah perbatasan 
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5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis 
6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan 
kebijakan politik luar negeri  
7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta 
keluarganya 
8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan 
pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan 
semesta 
9. Membantu tugas pemerintahan di daerah 
10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang 
diatur dalam undang-undang 
11. Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala 
negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang 
berada di Indonesia 
12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, 
pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan 
13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan  
14. Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan 
penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan 
penyelundupan.  
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 
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D. Hukum Pidana Militer 
Hukum Pidana Militer dalam arti luas mencakup pengertian hukum 
pidana dalam arti materiil dan hukum pidana militer dalam arti formil. 
Hukum pidana materiil merupakan kumpulan peraturan tindak pidana 
yang berisi perintah dan larangan untuk menegakkan ketertiban hukum 
dan apabila perintah dan larangan itu tidak ditaati maka diancam 
hukuman pidana. Hukum pidana formil yang lebih dikenal disebut Hukum 
Acara Pidana merupakan kumpulan peraturan hukum yang memuat 
ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, 
pengusutan, penuntutan dan penjatuhan hukuman bagi militer yang 
melanggar hukum pidana materiil29.  
1. Tindak Pidana Militer 
Tindak pidana militer adalah suatu tindakan pidana yang hanya 
dilakukan oleh seorang subjek militer, yang terdiri dari:30 
a. Tindak Pidana Militer Murni (Zuiver Militare Delict)  
Tindak pidana militer murni adalah suatu tindak pidana yang 
hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk 
militer. 
Contoh:  
1) Tindak Pidana melakukan perang dengan sengaja Pasal 73  
Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).  
                                                          
29 Moch Faisal Salam, 2006,Hukum Pidana Militer di Indonesia,CV Mandar Maju, 
Bandung, hal 26. 
30 Ibid., hal 28-29. 
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2) Tindak pidana Disersi pada pasal 87 Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana Militer(KUHPM).  
3) Tindak Pidana Meninggalkan Pos Penjagaan Pasal 118 Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).  
b. Tindak Pidana Militer Campuran (Gemengde Militerire Delict ) 
Tindak pidana militer campuran adalah suatu perbuatan yang 
dilarang, yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang 
– undangan lain, sedangkan ancaman hukumnya dirasakan terlalu 
ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh 
karena itu perbuatan yang telah diatur perundang – undangan lain 
yang  jenisnya sama, diatur kembali di dalam KUHPM disertai 
ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan 
kekhasan militer. 
Contoh : 
1) Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi 
tugas untuk menjaganya, makan bagi militer yang melakukan 
pencurian itu tidak dikenakan ketentuan – ketentuan yang 
diatur dalam KUHP tetapi dikenakan ketentuan – ketentuan 
yang diatur dalam KUHPM. 
Jadi, walupun didalam KUHP sebagaimana diatur di dalam 
Pasal 52 KUHP tentang pemberatan ancaman pidana yang diatur 
dalam KUHP tersebut masih diarasakan belum memenuhi rasa 
keadilan bagi seseorang anggota milter yang memang terjerat 
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dengan sebuah kasus hukum. Oleh karena itu maka Hukum 
Pidana Khusus. Pengertian khusus itu adalah ketentuan-ketentuan 
yang hanya berlaku bagi anggota militer saja dan dalam keadaan 
tertentu pula. 
2. Perbandingan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) 
Dan Kitab Hukum Pidana Militer (KUHPM) 
Adapun perbandingan KUHP dengan KUHPM dapat dilihat pada 
segi penjatuhan pidana pada Pasal 10 KUHP dan Pasal 6 KUHPM 
yaitu sebagai berikut :31  
1. Pada hukuman pokok yang diatur didalam KUHP, pada butir 4 
terdapat hukuman denda, sedangkan didalam Pasal 6 KUHPM 
tidak terdapat tentang hukuman denda tersebut, bukan berati 
terhadap militer tidak dapat dijatuhi hukuman denda, maka bagi 
militer tersebut diberlakukan ketentuan KUHP tentang denda. 
Kecuali dalam pertimbangan hakim si pelanggar tidak dapat 
membayar denda yang dijatuhkan, maka bagi yang 
bersangkutan dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda 
sebagaimana dimaksud dalam KUHP. 
2. Pada hukuman tambahan, hukuman tambahan yang dijatuhkan 
khusus sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Nomor 1 dan 2 
KUHPM, hal ini merupakan ketentuan yang khas militer (zijn van 
zuiver militair). 
                                                          
31 Moch Faisal Salam, Ibid., hal 60 
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3. Cara penjatuhan hukuman pokok dengan atau tanpa hukuman 
tambahan dan “hukuman tambahan tak mungkin dapat 
dijatuhkan tanpa hukuman pokok”, hal ini diterapkan sepnuhnya 
oleh KUHPM. 
4. Hakim Militer lebih bebas untuk mempertimbangkan dalam 
menjatuhkan hukuman, terutama pada butir 1 dan 2 KUHPM, 
tergantung kepentingan yang ditinjau dari sudut Militer. 
Uraian Pasal 10 KUHP dan Pasal 6 KUHPM untuk lebih jelasnya 
akan dibahas pada sub bagian pidana dan pemidanaan lebih tepatnya 
pada jenis – jenis pidana halaman 39 pada bab ini.  
2. Pidana Dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan 
Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman 
yang berasal dari kata straf, istilah ini merupakan istilah umum dan 
konvensional yang dapat mempunyai arti luas dan berubah – ubah 
karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas, 
meskipun dalam berbagai literatur kedua istilah tersebut 
dibedakan.32  
Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan 
yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negarapada seseorang atau 
                                                          
32 Andi Hamzah, 1983, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Pradnya Paramita, 
Jakarta, hal 1 
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beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas 
perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.33 
Pidana yang dikenakan pada seseorang harus dirumuskan 
secara eksplisit dalam peraturan perundang – undangan yang 
tertulis sebagai suatu legalitas dari pidana yang diancamkan, hal ini 
ditemukan dalam KUHP sebagai induk dari Hukum Pidana 
Indonesia. KUHP memiliki suatu bagian yang paling penting dan itu 
adalah stelsel pidananya karena KUHP tanpa stelsel pidana tidak 
akan ada artinya.34  
Hukum pidana selain stelsel pidana juga memiliki bagian 
terpenting lainnya yaitu pemidanaan. Pemidanaan adalah suatu 
rangkaian cara untuk memberikan kepada seseorang yang telah 
melakukan suatu tindak pidana, wujud dari penderitaan yang dapat 
dijatuhkan oleh negara, cara menjatuhkannya, dimana dan 
bagaimana cara menjalankan pidana itu, oleh karena itu pemidanaan 
merupakan suatu proses.35  
2. Jenis – Jenis Pidana 
Menurut Lamintang, KUHP dahulu bernama Wetboek va 
Strafrecht voor Indonesia yang kemudian berdasarkan ketentuan di 
dalam Pasal 6 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1964 kemudian 
diubah menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. KUHP 
                                                          
33 Adami Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,  PT RajaGrafindo, Jakarta, 
hal 24  
34 Andi hamzah, Op Cit., hal 20 
35 Ibid., hal 23 
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sebagai induk atau sumber utama hukum pidana telah merinci jenis 
– jenis pemidanaan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 10 
KUHP. Menurut ketentuan di dalam Pasal 10 KUHP, pidana pokok 
itu terdiri atas:36 
a. Pidana mati  
b. Pidana penjara  
c. Pidana kurungan  
d. Pidana denda 
Adapun pidana tambahan dapat berupa :  
a. Pencabutan dari hak-hak tertentu  
b. Penyitaan atau perampasan dari barang – barang tertentu  
c. Pengumuman dari putusan hakim  
Berdasarkan ketentuan pidana pokok KUHP diatas dalam 
Pidana pokok hukum pidana militer pada Pasal 6 KUHPM tidak jauh 
berbeda, namun dalam penerapan pidana tambahan sedikit berbeda 
dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer adalah sebagai 
berikut :37 
a. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan 
haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata; 
b. Penurunan pangkat;  
                                                          
36 P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar 
Grafika, Jakarta, hlm. 35   
37 Moch.Faisal Salam,Op.cit., hal 59. 
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c. Pencabutan hak - hak yang disebutkan pada Pasal 35 ayat 
pertama pada nomor-nomor ke-1, ke-2 dan ke-3 KUHP.   
Secara rinci untuk mengetahui lebih jelas mengenai jenis-jenis 
pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, akan diuraikan sebagai 
berikut:   
a. Pidana Mati 
Pidana mati adalah suatu hukuman atau vonis yang 
dijatuhkan oleh pengadilan ataupun tanpa pengadilan sebagai 
bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat 
perbuatannya. Jenis pidana ini merupakan pidana yang terberat 
dan paling banyak mendapat sorotan dan menimbulkan banyak 
perbedaan pandapat. 
Terhadap penjatuhan pidana mati, KUHP membatasi atas 
beberapa kejahatan – kejahatan tertentu yang berat saja, seperti: 
1) Kejahatan terhadap Negara ( Pasal 104, Pasal 105, Pasal 111 
Ayat (3), 124 Ayat (3) KUHP).  
2) Pembunuhan dengan berencana ( Pasal 130 Ayat (3)), Pasal 
140 Ayat (3), Pasal 340 KUHP).  
3) Pencurian dan pemerasan yang dilakukan dalam keadaan 
yang memberatkan sebagai yang disebut dalam Pasal 363 
Ayat (4) dan Pasal 368 Ayat (2) KUHP.  
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4) Pembajakan di laut, di pantai, di pesisir dan di sungai yang 
dilakukan dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 444 
KUHP. 
Diluar KUHP, pidana mati telah diancamkan didalam sejumlah 
Pasal KUHPM, sebagai berikut :38  
1) Militer dalam waktu perang memberi bantuan kepada musuh 
Pasal 64 Ayat (1) dan (2). 
2) Militer yang melakukan pemberontakan Pasal 65 Ayat (2) dan 
(3), Pasal 66, Pasal 67. 
3) Militer yang mengadakan pemukatan jahat Pasal 68. 
b. Pidana Penjara 
Pidana penjara adalah adalah untuk sepanjang hidup atau 
sementara waktu (Pasal 12 KUHP). Lamanya hukuman penjara 
untuk sementara waktu berkisar antara 1 hari sedikit-dikitnya dan 
15 tahun berturut-turut paling lama. Akan tetapi dalam beberapa 
hal lamanya hukuman penjara sementara itu dapat ditetapkan 
sampai 20 tahun berturut-turut. Maksimum lima belas tahun dapat 
dinaikkan menjadi dua puluh tahun apabila: 
1) Kejahatan diancam dengan pidana mati. 
2) Kejahatan diancam dengan pidana penjara seumur hidup.  
                                                          
38 P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, Op Cit., hal 49 
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3) Terjadi perbuatan pidana karena adanya perbarengan, 
recidive atau karena yang ditentukan dalam Pasal 52 dan 52 
bis KUHP.  
4) Karena keadaan khusus, seperti misalnya Pasal 347 Ayat (2), 
Pasal 349 KUHP.  
Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-sekali tidak boleh 
lebih dari dua puluh tahun. Hal ini hendaknya benar – benar 
diperhatikan oleh pihak yang berwenang memutus perkara. Untuk 
menghindari kesalahan fatal ini para penegak hukum harus benar-
benar mengindahkan/memperhatikan asas-asas dan peraturan-
peraturan dasar yang telah ditetapkan oleh perundang – 
undangan pidana kita, yaitu batas maksimum penjatuhan pidana. 
c. Pidana Kurungan 
Pidana ini seperti halnya dengan hukuman penjara, maka dengan 
hukuman kurunganpun, terpidana selama menjalani 
hukumannya, kehilangan kemerdekaannya. Menurut pasal 18 
KUHP, lamanya hukuman kurungan berkisar antara 1 hari sedikit 
– dikitnya dan 1 tahun paling lama. Pidana kurungan lebih ringan 
daripada pidana penjara dan ditempatkan dalam keadaan yang 
lebih baik, seperti diuraikan sebagai berikut: 
1) Terpidana penjara dapat diangkut kemana saja untuk 
menjalani pidananya, sedangkan bagi yang terpidana 
kurungan tanpa persetujuannya tidak dapat diangkut kesuatu 
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tempat lain diluar daerah tempat ia tinggal pada waktu itu 
(Pasal 21 KUHP).  
2) Pekerjaan terpidana kurungan lebih ringan dari pada 
pekerjaan yang diwajibkan kepada terpidana penjara (Pasal 19 
Ayat (2) KUHP.  
3) Orang yang dipidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya 
dengan biaya sendiri (Pasal 23 KUHP). Lembaga yang diatur 
dalam Pasal ini terkenal dengan nama pistole.  
d. Pidana Denda 
Pidana denda adalah hukuman yang dijatuhkan dengan 
membayar sejumlah denda sebagai akibat dari tindak pidana yang 
dilakukan oleh seseorang. Hasil dari pembayaran denda ini 
disetor ke kas negara. Pidana denda adalah kewajiban seseorang 
yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh Hakim/Pengadilan 
untuk membayar sejumlah uang tertentu oleh karana ia telah 
melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Pidana denda 
dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran atau 
kejahatan ringan. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana 
pribadi, tidak ada larangan jika denda ini secara sukarela dibayar 
oleh orang atas nama terpidana. 
Selanjutnya akan dibahas mengenai pidana tambahan seperti 
berikut ini: 
a. Pencabutan Hak – Hak Tertentu 
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Pencabutan hak – hak tertentu adalah pencabutan segala hak 
yang dipunyai atau diperoleh orang sebagai warga negara. Pidana 
tambahan berupa pencabutan hak- hak tertentu tidak berarti hak-
hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi 
pencabutan hak – hak kehidupan, hak – hak sipil (perdata), dan 
hak – hak ketatanegaraan. Menurut Vos, pencabutan hak – hak 
tertentu itu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda 
dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak – hak 
tertentu dalam dua hal : 
1) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan 
keputusan hakim.  
2) Tidak berlaku seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu 
menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim. 
Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak 
tertentu apabila diberi wewenang oleh Undang - Undang yang 
diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. 
Tindak pidana yang diancam dengan pencabutan hak-hak tertentu 
dirumuskan dalam Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 
365, 372, 374, 375 KUHP. Sifat hak – hak tertentu yang dicabut 
oleh hakim tidak untuk selama – lamanya melainkan dalam waktu 
tertentu saja, kecuali apabila terpidana dijatuhi hukuman seumur 
hidup.  
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Hak – hak yang dapat dicabut telah diatur dalam Pasal 35 
KUHP. Sedangkan berapa lama pencabutan – pencabutan hak –
hak tertentu itu dapat dilakukan oleh hakim telah diatur di dalam 
Pasal 38 Ayat (1) KUHP. 
b. Perampasan Barang – Barang tertentu 
Biasa disebut dengan pidana kekayaan, seperti juga halnya 
dengan pidana benda. Dalam pasal 39 KUHP, dijelaskan barang-
barang yang dapat dirampas yaitu barang – barang yang 
berasal/diperoleh dari hasil kejahatan dan barang-barang yang 
sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Barang – barang  
yang dapat dirampas menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (1) KUHP, 
antara lain: 
1) Benda – benda kepunyaan terpidana yang diperoleh karena 
kejahatan, misalnya uang palsu.  
2) Benda – benda kepunyaan terpidana yang telah digunakan 
untuk melakukan suatu kejahatan dengan sengaja, misalnya 
pisau yang digunakan terpidana untuk membunuh.  
Sebagaimana prinsip umum pidana tambahan, pidana 
perampasan barang tertentu bersifat fakultatif, tidak merupakan 
keharusan (imperatif) untuk dijatuhkan. Akan tetapi, ada juga 
pidana perampasan barang tertentu yang menjadi keharusan 
(imperatif), misalnya pada Pasal 250 bis (pemalsuan mata uang), 
Pasal 205 (barang dagangan berbahaya), Pasal 275 (menyimpan 
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bahan atau benda, seperti surat dan sertifikat hutang, surat 
dagang). 
c. Pengumuman Putusan Hakim 
Di dalam pasal 43 KUHP, ditentukan bahwa apabila hakim 
memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab 
Undang – Undang ini atau aturan yang lain. Maka harus 
ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas 
biaya terpidana. Pidana pengumuman putusan hakim ini 
merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan 
seseorang dari pengadilan pidana. Jadi dalam pengumuman 
putusan hakim ini, hakim bebas untuk menentukan perihal cara 
pengumuman tersebut, misalnya melalui surat kabar, papan 









A. Lokasi Penelitian  
Penelitian ini di laksanakan di Kota Makassar, yaitu tepatnya di 
Pengadilan Militer III-16 Makassar. Adapun Penulis memilih tempat 
tersebut karena pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah 
Oknum  Anggota TNI dimana setiap  anggota TNI yang melakukan tindak 
pidana diproses dan diadili di Pengadilan Khusus Militer. 
B. Jenis Dan Sumber Data 
Adapun Jenis dan sumber data yang diperoleh yang akan digunakan 
penulis dalam penelitian ini sebagai berikut : 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung  yang berasal dari 
pengamatan dan wawancara dengan pihak – pihak yang terkait 
menyangkut dalam penulisan skripsi. 
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi dokumen 
yang dihimpun dari pengaturan perundang – undangan, buku – buku, 
arsip atau sumber lain yang berkaitan dalam penulisan skripsi. 
C. Teknik Pengumpulan Data  
Ada 2 teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam 
penelitian ini sebagai berikut : 
1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Sasaran penelitian 
kepustakaan ini  untuk mencari landasan teori dari objek kajian 
dengan cara mempelajari buku – buku yang berhubungan langsung 
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dengan objek dan materi penelitian, mempelajari peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan pembuktian dalam 
perkara pidana dan seminar – seminar serta tulisan – tulisan para 
sarjana yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi.  
2. Penelitian Lapangan (Fieeld Research) dalam penelitian ini dilakukan 
dengan cara wawancara di Pengadilan Militer III-16 Makassar, 
disamping itu dalam penelitian lapangan ini akan dilakukan analisa 
terhadap penyalahgunaan narkotika  yang dilakukan oleh oknum TNI 
tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan skripsi. 
D. Teknik Analisis Data 
Seluruh data yang diperoleh baik data primer maupun data 
sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara 
deskripsi, yaitu dengan memaparkan, dan menjelaskan serta menjawab 











BAB IV  
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana 
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota TNI Berdasarkan 
Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/II/2014 
 
1. Posisi Kasus 
Bertempat di BTN Pondok Asri II Blok G.3 No.6 Sudiang Terdakwa 
Pratu soepryanto dan Sdri Sulfatmawati alias Pato pada hari Rabu, 
23 Oktober 2013 melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
Narkotika sebagai berikut : 
 Terdakwa sekiranya Pukul 14.00 Wita pada hari rabu 23 Oktober 
2013  dihubungi oleh Sdri. Sulfmawati alias melalui Hp untuk 
menyanyakan pesanan dan meminta tambahan pesanan 
sebanyak 3gram shabu dari pesanan sebelumnya 2gram shabu-
shabu yang dijual oleh Terdakwa seharga Rp 1.650.000,- sampai 
Rp 1.700.000,- per 1gram shabu-shabu. 
 Sekiranya pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan mengenakan 
pakaian dinas Loreng mengendarai sepda motor Nopol DD 5379 
XW menuju rumah Sdri. Sulfatmawati alias pato, setibanya 
Terdakwa menyerahkan 3 bungkus plastik bening berisi shabu-
shabu, namun yang dibayar oleh Sulfatmawati alias pato hanya 
1gram shabu-shabu karena 2 gramnya pesanan Sdr Baso di 
Pangkep. 
 Selanjutnya Terdakwa bersama Sdri sulfatmawati dan temannya 
Rika Puspitayana, dkk mengkomsumsi 1 gram shabu-shabu dan 
sisanya dibawa ke pangkep untuk mengantarkan pesanan Sdr 
baso, dimana setiba di pangkep dilanjutkan dengan 
mengkomsumsi shabu-shabu bersama-sama. 
 Sekira pukul 24.00 Wita beberapa anggota dari Sat Narkoba 
Polres Pangkep atas nama Briptu Risnandar menangkap Rika 
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Puspitayana dkk 5orang dengan barang bukti 1set alat penghisap 
shabu-shabu, 1buah double klip ukuran kecil bekas pembungkus 
shabu-shabu, 1 batang jarum/kompor, 2buah korek api gas, 1 
buah bekas kemasan CDR(tempat jarum) dan 5 buah HP serta 
Berdasarkan dari keterangan Sdri. Rika Puspitayana, shabu-
shabu tersbut diperoleh dari Terdakwa Pratu Soepryanto. 
Oleh karena penjelasan diatas dan perbuatannya, Terdakwa 
terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – 
Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.  
2. Dakwaan Oditur Militer 
Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar 
dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat 
pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut :  
 
Pertama 
Bahwa Terdakwa pada waktu – waktu dan ditempat – tempat 
tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan 
Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidak – tidaknya dalam tahun 
2013 di rumah Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato di BTN Pondok Asri II 
Blok G.3 No.6 Sudiang Kota Makassar Sulsel atau setidak – tidaknya 
di tempat – tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 
III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang 
tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, 
membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau 
menyerahkan Narkotika Golongan I,” dengan cara – cara sebagai 
berikut : 
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 
1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb 
Malino Kab.Gowa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat 
Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di 
Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di 
Yonif Linud 431/SSP Kariango Kab. Maros, Sulsel, kemudian pada 
tahun 2011 dipindahkan ke Denmadam VII/Wrb sampai sekarang 
dengan pangkat Pratu Nrp.31100471680888. 
b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato 
(Saksi-3) pada tahun 2011 di daerah Sudiang Kota Makassar karena 
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bertetangga, sedangkan dengan Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) 
kenal pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri 
II Blok G.3 No.6 Sudiang Kota Makassar dan dengan Sdr. Gassalam 
Nur alias Cinrang (Saksi-5) serta Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) 
kenal pada tanggal 23 Oktober 2013 di rumah Saksi-3, namun antara 
Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4, saksi-5 dan Saksi-6 tidak ada 
hubungan keluarga/family. 
c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 
Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi-3 melalui Hp dan menanyakan 
pesanan “barang”(Narkotika jenis shabu – shabu) milik Sdr.Baso 
(tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang) alamat di Desa 
Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, sebanyak 2(dua) gram lalu 
Terdakwa mengatakan kalau shabu – shabu yang dipesan Sdr. Baso 
sudah ada akan diantar ke rumah saksi-3, kemudian Terdakwa 
kembali dihubungi melalui Hp untuk meminta tambahan pesanan 
Shabu – shabu sebanyak 3(tiga) gram dari pesanan sebelumnya 2 
(dua)gram. 
d. Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 17.00 Wita, 
Terdakwa dengan mengenakan pakaian dinas Loreng dan 
mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih miliknya 
Nopol DD 5379 XW mendatangi rumah Saksi-3, setibanya di rumah 
saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan 
bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah ada saksi-4, 
saksi-5 dan saksi-6 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 3 
(tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi 
Narkotika jenis Shabu – shabu masing – masing berisi 1 (satu) gram 
sambil Terdawa mengatakan kepada saksi-3 “ini saja yang kami 
ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena jatahku ada disitu”, 
sambil Terdakwa menunjuk kearah bungkusan plastik tersebut. 
e. Bahwa Terdakwa menyerahkan 3(tiga) bungkus plastik warna 
bening yang berisi shabu – shabu kepada saksi-3  lalu saksi-3 
menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus 
lima puluh ribu rupiah) dari saksi-5 kepada Terdakwa untuk 
membayar pesanan shabu – shabu sebanyak 1 (satu) gram 
selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dinasnya yang saat itu 
dalam kondisi basah karena hujan dan hanya mengenakan baju 
kaos loreng serta bagian bawahnya dililit/mengenakan handuk milik 
Saksi-3. 
f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca pireks yang sudah 
disiapkan sebelumnya lalu melalui pipet dihubungkan ke botol yang 
sudah berisi air setengah dari botol tersebut lalu shabu – shabu yang 
berbentuk Kristal bening sebanyak 0,5 gram diletakkan/ditaruh di 
dalam kaca pireks lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas 
hingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut 
dihisap oleh Terdakwa, saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 secara 
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bergantian menggunakan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya 
dikeluarkan melalui hidung. 
g. Bahwa setelah mengkomsumsi shabu – shabu tersebut selanjutnya 
Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng meminta kepada saksi-
3 untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di BTN Pondok Asri II 
Blok G.3 No.6 Sudiang Kota Makassar dengan mengendarai sepeda 
motor Yamaha Vixion warna putih miliknya Nopol DD 5379 XW diikuti 
oleh saksi-3 bersama saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 menggunakan 
mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang 
dikemudikan oleh saksi-3, sedangkan sisa shabu – shabu sebanyak 
0,5 gram yang sudah di konsumsi dibawa dan dismpan di dalam saku 
celana jeans saksi-4 tetapi alat hisap shabu – shabu (Bong) ditinggal 
di rumah saksi-3 serta kaca Pireks dismpan oleh Terdakwa dengan 
cara di bungkus menggunakan bekas pembungkus rokok 
Sampoerna. 
h. Bahwa setelah menjemput Terdakwa di rumahnya selanjutnya 
Terdakwa bersama saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 
menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG 
pergi ke Pangkep untuk mengantarkan pesanan shabu – shabu 
kepada Sdr. Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep saksi-5 minta 
dianta pulang ke rumahnya di Kpg. Baru – baru Desa Bontoperak 
Kec.Pangkep sehingga saksi-4 dengan saksi-6 turun di rumah saksi-
4 di Kel. Samalewa Kec.Bungoro Kab.Pangkep, Terdakwa dengan 
saksi-3 melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan pesanan shabu 
– shabu kepada Sdr. Baso ke Desa Mattampa Kec.Bungoro 
Kab.Pangkep hingga Terdakwa bertemu dan meyerahkan pesanan 
shabu – shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Baso lalu 
Terdakwa bersama saksi-3 dan Sdr. Baso mengkonsumsi sisa 
shabu – shabu sebanyak 0,5 gram di rumah Sdr.Baso dan setelah 
selesai mengkonsumsi shabu – shabu selanjutnya Terdakwa diantar 
pulang oleh saksi-3 dan saksi-6  dirumahnya di Makassar lalu saksi-
3 dan saksi-6 langsung kembali ke Pangkep. 
i. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita, ketika saksi-4 berada di 
rumahnya dihubungi oleh teman – temannya atas nama Sdr. Nur Ali 
alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati untuk 
datang dirumah saksi-4, setelah dirumah saksi-4 selanjutnya 
mengkosumsi sisa shabu – shabu yang dibawa oleh saksi-4 dari 
Makassar. 
j. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita tiba – tiba datang beberapa orang 
anggota dari Sat Narkoba Polres Pangkep atas nama Briptu 
Risnandar (saksi-2) bersama Briptu Wahyu dan Bripka Asriadi serta 
di pimpin oleh kasat Narkoba Polres Pangkep atas nama H.J.D. 
Hulinggi menggerebek dan menangkap saksi-4 bersama saksi-5, 
Sdr. Nur Ali Alias Lindi (Waria), Sdri. Widya Safitri alias dan Sdri. 
Rahmawati yang mana sebelumnya Saksi-2 mendapat informasi dari 
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warga masyarakat yang memberitahukan kalau di rumah Saksi-4, 
sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi Shabu – shabu. 
k. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama anggota lain melakukan 
pemeriksaan di dapur rumah Saksi-4 menemukan barang berupa 1 
(satu) set alat penghisap Shabu – shabu (Bong) dan 1 (satu) buah 
plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu – shabu 1 
(satu) batang jarum/kompor, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) 
buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan 5 (lima) buah HP milik 
para pelaku selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5, Sdri. Nur Ali Alias 
Lindi (Waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati 
beserta barang bukti disita dan dibawa ke Polres Pangkep untuk 
pemeriksaan lebih lanjut. 
l. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan 
pelaku lainnya serta barang bukti diketahui kalau Shabu – shabu 
yang dikomsumsi di rumah Saksi-5 adalah sisa Shabu – shabu yang 
dibeli dari Terdakwa di Makassar dan sebelumnya Saksi-4 bersama 
dengan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mendapatkan Shabu – shabu 
dengan cara membeli dari Terdakwa serta sisanya dikonsumsi di 
rumah Saksi-4, sedangkan sisanya sebanyak 0,5 gram dibawa ke 
Pangkep.    
m. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap shabu – 
shabu dan 1(satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas 
pembungkus Shabu – shabu, 1 (satu) batang jarum/kompor, 2 (dua) 
buah korek api gas , 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat 
jarum) saat ini disita oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep 
untuk dijadikan barang bukti dalam perkara “Penyalahgunaan 
Narkotika” dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun 
Syam, dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Penyitaan dari Polres 
Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Berita Acara Penyitaan dari 
Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 serta Berita Acara 
Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013. 
n. Bahwa terhadap Saksi-4 telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh 
Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep dalam perkara 
“Penyalahgunaan Narkotika” dengan Terdakwa Sdri. Rika 
Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang Nomor: 
LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas 
surat perintah penyidikan dari Polres Pangkep No. 
SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013. 
o. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-3 juga pernah 5 (lima) 
kali mengkomsumsi Shabu – shabu yaitu pertama pada bulan Juli 
2013 di rumah Sdri. Ina di Lantebung Kota Makassar dan Terdakwa 
yang membeli 1 (satu) gram Shabu – shabu seharga Rp 1.700.000,- 
(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada bulan September 2013 
di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 yang membeli 0,5 gram Shabu – shabu 
dari Terdakwa seharga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), 
ketiga pada bulan September 2013 di rumah Terdakwa dan Saksi-3 
54 
yang membeli Shabu – shabu paket hemat dari Terdakwa seharga 
Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), keempat pada bulan Oktober 
2013 di rumah Saksi-3 yang membeli 1 (satu) gram Shabu – shabu 
dari Terdakwa seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu 
rupiah), dan yang kelima pada tangga 23 Oktober 2013 sekira pukul 
11.30 Wita di rumah Sdr. Baso di Desa Mattampa 2 (dua) gram 
Shabu – shabu dari Terdakwa seharga Rp 3.400.000,- (tiga jutah 
empat ratus ribu rupiah). 
p. Bahwa Terdakwa setelah mengkomsumsi Shabu – shabu bersama 
Skasi-3, Skasi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merasakan badannya segar, 
tahan tidak tidur dan perasaan senang seolah – olah tidak ada 
masalah serta Terdakwa mendapatkan Shabu – shabu dari 
temannnya atas nama Sdr. Ridwan di Jl.Urip Sumoharjo Kota 
Makassar dengan cara membeli seharga Rp 1.700.000,- (satu juta 
tujuh ratus ribu rupiah) per gram, tetapi Terdakwa dalam 
mengkomsumsi dan mendapatkan Shabu – shabu tersebut tidak ada 
izin dari pejabat instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak 
mempunyai kewajiban untuk itu. 
q. Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan Shabu – shabu 
seharga Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 
sampai dengan Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 
gram baik kepada Saksi-3 maupun Sdr. Baso di rumah Saksi-3 di 
BTN Pondok Asri Blok G.3 No.6 Kel.Sudiang Kec. Biringkanaya Kota 
Makassar serta Terdakwa dalam menjual dan menyerahkan Shabu 
– shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat instansi yang berwenang 
padahal Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk itu. 
r. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar No. 
Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang ditanda 
tangani oleh Pemeriksaan atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP. 
63121057, Iptu Arinata Vira T, S.Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono 
Soekiman NRP. 65120098 menerangkan hasil pemeriksaan 
didapatkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Rika 
Puspitayana  binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang berupa Kristal 
bening dan sachet plastik kosong bekas pakai, positif mengandung 
Metamfetamins yang terdaftat dalam Golongan Nomor Urut 6 
Lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
Atau 
Kedua : 
Bahwa Terdakwa pada waktu – waktu dan ditempat – tempat 
tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan 
Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidak – tidaknya dalam tahun 
2013 di rumah Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato di BTN Pondok Asri II 
Blok G.3 No.6 Sudiang Kota Makassar Sulsel atau setidak – tidaknya 
di tempat – tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 
III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : “Setiap orang yang 
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tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau 
menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”  
dengan cara – cara sebagai berikut : 
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 
1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb 
Malino Kab.Gowa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat 
Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di 
Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di 
Yonif Linud 431/SSP Kariango Kab. Maros, Sulsel, kemudian pada 
tahun 2011 dipindahkan ke Denmadam VII/Wrb sampai sekarang 
dengan pangkat Pratu Nrp.31100471680888. 
b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato 
(Saksi-3) pada tahun 2011 di daerah Sudiang Kota Makassar karena 
bertetangga, sedangkan dengan Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) 
kenal pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri 
II Blok G.3 No.6 Sudiang Kota Makassar dan dengan Sdr. Gassalam 
Nur alias Cinrang (Saksi-5) serta Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) 
kenal pada tanggal 23 Oktober 2013 di rumah Saksi-3, namun antara 
Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4, saksi-5 dan Saksi-6 tidak ada 
hubungan keluarga/family. 
c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 
Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi-3 melalui Hp dan menanyakan 
pesanan “barang”(Narkotika jenis shabu – shabu) milik Sdr.Baso 
(tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang) alamat di Desa 
Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, sebanyak 2(dua) gram lalu 
Terdakwa mengatakan kalau shabu – shabu yang dipesan Sdr. Baso 
sudah ada akan diantar ke rumah saksi-3, kemudian Terdakwa 
kembali dihubungi melalui Hp untuk meminta tambahan pesanan 
Shabu – shabu sebanyak 3(tiga) gram dari pesanan sebelumnya 2 
(dua)gram. 
d. Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 17.00 Wita, 
Terdakwa dengan mengenakan pakaian dinas Loreng dan 
mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih miliknya 
Nopol DD 5379 XW mendatangi rumah Saksi-3, setibanya di rumah 
saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan 
bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah ada saksi-4, 
saksi-5 dan saksi-6 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 3 
(tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi 
Narkotika jenis Shabu – shabu masing – masing berisi 1 (satu) gram 
sambil Terdawa mengatakan kepada saksi-3 “ini saja yang kami 
ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena jatahku ada disitu”, 
sambil Terdakwa menunjuk kearah bungkusan plastik tersebut. 
e. Bahwa Terdakwa menyerahkan 3(tiga) bungkus plastik warna 
bening yang berisi shabu – shabu kepada saksi-3  lalu saksi-3 
menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus 
lima puluh ribu rupiah) dari saksi-5 kepada Terdakwa untuk 
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membayar pesanan shabu – shabu sebanyak 1 (satu) gram 
selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dinasnya yang saat itu 
dalam kondisi basah karena hujan dan hanya mengenakan baju 
kaos loreng serta bagian bawahnya dililit/mengenakan handuk milik 
Saksi-3. 
f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca pireks yang sudah 
disiapkan sebelumnya lalu melalui pipet dihubungkan ke botol yang 
sudah berisi air setengah dari botol tersebut lalu shabu – shabu yang 
berbentuk Kristal bening sebanyak 0,5 gram diletakkan/ditaruh di 
dalam kaca pireks lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas 
hingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut 
dihisap oleh Terdakwa, saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 secara 
bergantian menggunakan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya 
dikeluarkan melalui hidung. 
g. Bahwa setelah mengkomsumsi shabu – shabu tersebut selanjutnya 
Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng meminta kepada saksi-
3 untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di BTN Pondok Asri II 
Blok G.3 No.6 Sudiang Kota Makassar dengan mengendarai sepeda 
motor Yamaha Vixion warna putih miliknya Nopol DD 5379 XW diikuti 
oleh saksi-3 bersama saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 menggunakan 
mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang 
dikemudikan oleh saksi-3, sedangkan sisa shabu – shabu sebanyak 
0,5 gram yang sudah di konsumsi dibawa dan dismpan di dalam saku 
celana jeans saksi-4 tetapi alat hisap shabu – shabu (Bong) ditinggal 
di rumah saksi-3 serta kaca Pireks dismpan oleh Terdakwa dengan 
cara di bungkus menggunakan bekas pembungkus rokok 
Sampoerna. 
h. Bahwa setelah menjemput Terdakwa di rumahnya selanjutnya 
Terdakwa bersama saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 
menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG 
pergi ke Pangkep untuk mengantarkan pesanan shabu – shabu 
kepada Sdr. Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep saksi-5 minta 
dianta pulang ke rumahnya di Kpg. Baru – baru Desa Bontoperak 
Kec.Pangkep sehingga saksi-4 dengan saksi-6 turun di rumah saksi-
4 di Kel. Samalewa Kec.Bungoro Kab.Pangkep, Terdakwa dengan 
saksi-3 melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan pesanan shabu 
– shabu kepada Sdr. Baso ke Desa Mattampa Kec.Bungoro 
Kab.Pangkep hingga Terdakwa bertemu dan meyerahkan pesanan 
shabu – shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Baso lalu 
Terdakwa bersama saksi-3 dan Sdr. Baso mengkonsumsi sisa 
shabu – shabu sebanyak 0,5 gram di rumah Sdr.Baso dan setelah 
selesai mengkonsumsi shabu – shabu selanjutnya Terdakwa diantar 
pulang oleh saksi-3 dan saksi-6  dirumahnya di Makassar lalu saksi-
3 dan saksi-6 langsung kembali ke Pangkep. 
i. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita, ketika saksi-4 berada di 
rumahnya dihubungi oleh teman – temannya atas nama Sdr. Nur Ali 
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alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati untuk 
datang dirumah saksi-4, setelah dirumah saksi-4 selanjutnya 
mengkosumsi sisa shabu – shabu yang dibawa oleh saksi-4 dari 
Makassar. 
j. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita tiba – tiba datang beberapa orang 
anggota dari Sat Narkoba Polres Pangkep atas nama Briptu 
Risnandar (saksi-2) bersama Briptu Wahyu dan Bripka Asriadi serta 
di pimpin oleh kasat Narkoba Polres Pangkep atas nama H.J.D. 
Hulinggi menggerebek dan menangkap saksi-4 bersama saksi-5, 
Sdr. Nur Ali Alias Lindi (Waria), Sdri. Widya Safitri alias dan Sdri. 
Rahmawati yang mana sebelumnya Saksi-2 mendapat informasi dari 
warga masyarakat yang memberitahukan kalau di rumah Saksi-4, 
sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi Shabu – shabu. 
k. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama anggota lain melakukan 
pemeriksaan di dapur rumah Saksi-4 menemukan barang berupa 1 
(satu) set alat penghisap Shabu – shabu (Bong) dan 1 (satu) buah 
plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu – shabu 1 
(satu) batang jarum/kompor, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) 
buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan 5 (lima) buah HP milik 
para pelaku selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5, Sdri. Nur Ali Alias 
Lindi (Waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati 
beserta barang bukti disita dan dibawa ke Polres Pangkep untuk 
pemeriksaan lebih lanjut. 
l. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan 
pelaku lainnya serta barang bukti diketahui kalau Shabu – shabu 
yang dikomsumsi di rumah Saksi-5 adalah sisa Shabu – shabu yang 
dibeli dari Terdakwa di Makassar dan sebelumnya Saksi-4 bersama 
dengan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mendapatkan Shabu – shabu 
dengan cara membeli dari Terdakwa serta sisanya dikonsumsi di 
rumah Saksi-4, sedangkan sisanya sebanyak 0,5 gram dibawa ke 
Pangkep.    
m. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap shabu – 
shabu dan 1(satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas 
pembungkus Shabu – shabu, 1 (satu) batang jarum/kompor, 2 (dua) 
buah korek api gas , 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat 
jarum) saat ini disita oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep 
untuk dijadikan barang bukti dalam perkara “Penyalahgunaan 
Narkotika” dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun 
Syam, dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Penyitaan dari Polres 
Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Berita Acara Penyitaan dari 
Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 serta Berita Acara 
Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013. 
n. Bahwa terhadap Saksi-4 telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh 
Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep dalam perkara 
“Penyalahgunaan Narkotika” dengan Terdakwa Sdri. Rika 
Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang Nomor: 
58 
LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas 
surat perintah penyidikan dari Polres Pangkep No. 
SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013. 
o. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-3 juga pernah 5 (lima) 
kali mengkomsumsi Shabu – shabu yaitu pertama pada bulan Juli 
2013 di rumah Sdri. Ina di Lantebung Kota Makassar dan Terdakwa 
yang membeli 1 (satu) gram Shabu – shabu seharga Rp 1.700.000,- 
(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada bulan September 2013 
di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 yang membeli 0,5 gram Shabu – shabu 
dari Terdakwa seharga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), 
ketiga pada bulan September 2013 di rumah Terdakwa dan Saksi-3 
yang membeli Shabu – shabu paket hemat dari Terdakwa seharga 
Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), keempat pada bulan Oktober 
2013 di rumah Saksi-3 yang membeli 1 (satu) gram Shabu – shabu 
dari Terdakwa seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu 
rupiah), dan yang kelima pada tangga 23 Oktober 2013 sekira pukul 
11.30 Wita di rumah Sdr. Baso di Desa Mattampa 2 (dua) gram 
Shabu – shabu dari Terdakwa seharga Rp 3.400.000,- (tiga jutah 
empat ratus ribu rupiah). 
p. Bahwa Terdakwa setelah mengkomsumsi Shabu – shabu bersama 
Skasi-3, Skasi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merasakan badannya segar, 
tahan tidak tidur dan perasaan senang seolah – olah tidak ada 
masalah serta Terdakwa mendapatkan Shabu – shabu dari 
temannnya atas nama Sdr. Ridwan di Jl.Urip Sumoharjo Kota 
Makassar dengan cara membeli seharga Rp 1.700.000,- (satu juta 
tujuh ratus ribu rupiah) per gram, tetapi Terdakwa dalam 
mengkomsumsi dan mendapatkan Shabu – shabu tersebut tidak ada 
izin dari pejabat instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak 
mempunyai kewajiban untuk itu. 
q. Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan Shabu – shabu 
seharga Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 
sampai dengan Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 
gram baik kepada Saksi-3 maupun Sdr. Baso di rumah Saksi-3 di 
BTN Pondok Asri Blok G.3 No.6 Kel.Sudiang Kec. Biringkanaya Kota 
Makassar serta Terdakwa dalam menjual dan menyerahkan Shabu 
– shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat instansi yang berwenang 
padahal Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk itu. 
r. Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai 
Shabu – shabu yang telah dibeli/diterima dari Sdr. Ridwan di bekas 
Terminal Panaikang Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar, tidak disertai 
dilengkapi dengan surat izin atau surat keterangan dari dokter atau 
pejabat lain yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah 
mengetahui bahwa seseorang jika memiliki, menyimpan, menguasai, 
Shabu – shabu harus disertai/dilengkapi dengan disertai surat izin 
atau surat keterangan dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.  
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s. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar No. 
Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang ditanda 
tangani oleh Pemeriksaan atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP. 
63121057, Iptu Arinata Vira T, S.Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono 
Soekiman NRP. 65120098 menerangkan hasil pemeriksaan 
didapatkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Rika 
Puspitayana  binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang berupa Kristal 
bening dan sachet plastik kosong bekas pakai, positif mengandung 
Metamfetamins yang terdaftat dalam Golongan Nomor Urut 6 
Lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
Atau  
Ketiga : 
Bahwa Terdakwa pada waktu – waktu dan ditempat – tempat 
tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan 
Oktober tahun dua ribu tiga belas atau setidak – tidaknya dalam tahun 
2013 di rumah Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato di BTN Pondok Asri II 
Blok G.3 No.6 Sudiang Kota Makassar Sulsel atau setidak – tidaknya 
di tempat – tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 
III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : “Setiap Penyalahguna 
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,”  
dengan cara – cara sebagai berikut :  
a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 
1996/1997 melalui pendidikan Secata di Secata A Rindam VII/Wrb 
Malino Kab.Gowa, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat 
Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Kejuruan Infanteri di 
Dodiklatpur Bance’e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di 
Yonif Linud 431/SSP Kariango Kab. Maros, Sulsel, kemudian pada 
tahun 2011 dipindahkan ke Denmadam VII/Wrb sampai sekarang 
dengan pangkat Pratu Nrp.31100471680888. 
b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alias Pato 
(Saksi-3) pada tahun 2011 di daerah Sudiang Kota Makassar karena 
bertetangga, sedangkan dengan Sdri. Rika Puspitayana (Saksi-4) 
kenal pada bulan Agustus 2013 di rumah Saksi-3 di BTN Pondok Asri 
II Blok G.3 No.6 Sudiang Kota Makassar dan dengan Sdr. Gassalam 
Nur alias Cinrang (Saksi-5) serta Sdr. Muhammad Akbar (Saksi-6) 
kenal pada tanggal 23 Oktober 2013 di rumah Saksi-3, namun antara 
Terdakwa dengan Saksi-3, Saksi-4, saksi-5 dan Saksi-6 tidak ada 
hubungan keluarga/family. 
c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 14.00 
Wita Terdakwa dihubungi oleh saksi-3 melalui Hp dan menanyakan 
pesanan “barang”(Narkotika jenis shabu – shabu) milik Sdr.Baso 
(tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang) alamat di Desa 
Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep, sebanyak 2(dua) gram lalu 
Terdakwa mengatakan kalau shabu – shabu yang dipesan Sdr. Baso 
sudah ada akan diantar ke rumah saksi-3, kemudian Terdakwa 
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kembali dihubungi melalui Hp untuk meminta tambahan pesanan 
Shabu – shabu sebanyak 3(tiga) gram dari pesanan sebelumnya 2 
(dua)gram. 
d. Bahwa berselang 1 (satu) jam kemudian sekira pukul 17.00 Wita, 
Terdakwa dengan mengenakan pakaian dinas Loreng dan 
mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna putih miliknya 
Nopol DD 5379 XW mendatangi rumah Saksi-3, setibanya di rumah 
saksi-3 selanjutnya Terdakwa langsung masuk kedalam rumah dan 
bertemu dengan Saksi-3 yang pada saat itu sudah ada saksi-4, 
saksi-5 dan saksi-6 selanjutnya Terdakwa langsung mengeluarkan 3 
(tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya berisi 
Narkotika jenis Shabu – shabu masing – masing berisi 1 (satu) gram 
sambil Terdawa mengatakan kepada saksi-3 “ini saja yang kami 
ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena jatahku ada disitu”, 
sambil Terdakwa menunjuk kearah bungkusan plastik tersebut. 
e. Bahwa Terdakwa menyerahkan 3(tiga) bungkus plastik warna 
bening yang berisi shabu – shabu kepada saksi-3  lalu saksi-3 
menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus 
lima puluh ribu rupiah) dari saksi-5 kepada Terdakwa untuk 
membayar pesanan shabu – shabu sebanyak 1 (satu) gram 
selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dinasnya yang saat itu 
dalam kondisi basah karena hujan dan hanya mengenakan baju 
kaos loreng serta bagian bawahnya dililit/mengenakan handuk milik 
Saksi-3. 
f. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kaca pireks yang sudah 
disiapkan sebelumnya lalu melalui pipet dihubungkan ke botol yang 
sudah berisi air setengah dari botol tersebut lalu shabu – shabu yang 
berbentuk Kristal bening sebanyak 0,5 gram diletakkan/ditaruh di 
dalam kaca pireks lalu dibakar dengan menggunakan korek api gas 
hingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran tersebut 
dihisap oleh Terdakwa, saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 secara 
bergantian menggunakan mulut melalui pipet plastik lalu asapnya 
dikeluarkan melalui hidung. 
g. Bahwa setelah mengkomsumsi shabu – shabu tersebut selanjutnya 
Terdakwa mengenakan pakaian dinas loreng meminta kepada saksi-
3 untuk menjemput Terdakwa di rumahnya di BTN Pondok Asri II 
Blok G.3 No.6 Sudiang Kota Makassar dengan mengendarai sepeda 
motor Yamaha Vixion warna putih miliknya Nopol DD 5379 XW diikuti 
oleh saksi-3 bersama saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 menggunakan 
mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang 
dikemudikan oleh saksi-3, sedangkan sisa shabu – shabu sebanyak 
0,5 gram yang sudah di konsumsi dibawa dan dismpan di dalam saku 
celana jeans saksi-4 tetapi alat hisap shabu – shabu (Bong) ditinggal 
di rumah saksi-3 serta kaca Pireks dismpan oleh Terdakwa dengan 
cara di bungkus menggunakan bekas pembungkus rokok 
Sampoerna. 
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h. Bahwa setelah menjemput Terdakwa di rumahnya selanjutnya 
Terdakwa bersama saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 
menggunakan mobil rental jenis Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG 
pergi ke Pangkep untuk mengantarkan pesanan shabu – shabu 
kepada Sdr. Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep saksi-5 minta 
dianta pulang ke rumahnya di Kpg. Baru – baru Desa Bontoperak 
Kec.Pangkep sehingga saksi-4 dengan saksi-6 turun di rumah saksi-
4 di Kel. Samalewa Kec.Bungoro Kab.Pangkep, Terdakwa dengan 
saksi-3 melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan pesanan shabu 
– shabu kepada Sdr. Baso ke Desa Mattampa Kec.Bungoro 
Kab.Pangkep hingga Terdakwa bertemu dan meyerahkan pesanan 
shabu – shabu sebanyak 2 (dua) gram kepada Sdr. Baso lalu 
Terdakwa bersama saksi-3 dan Sdr. Baso mengkonsumsi sisa 
shabu – shabu sebanyak 0,5 gram di rumah Sdr.Baso dan setelah 
selesai mengkonsumsi shabu – shabu selanjutnya Terdakwa diantar 
pulang oleh saksi-3 dan saksi-6  dirumahnya di Makassar lalu saksi-
3 dan saksi-6 langsung kembali ke Pangkep. 
i. Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wita, ketika saksi-4 berada di 
rumahnya dihubungi oleh teman – temannya atas nama Sdr. Nur Ali 
alias Lindi, Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati untuk 
datang dirumah saksi-4, setelah dirumah saksi-4 selanjutnya 
mengkosumsi sisa shabu – shabu yang dibawa oleh saksi-4 dari 
Makassar. 
j. Bahwa sekira pukul 24.00 Wita tiba – tiba datang beberapa orang 
anggota dari Sat Narkoba Polres Pangkep atas nama Briptu 
Risnandar (saksi-2) bersama Briptu Wahyu dan Bripka Asriadi serta 
di pimpin oleh kasat Narkoba Polres Pangkep atas nama H.J.D. 
Hulinggi menggerebek dan menangkap saksi-4 bersama saksi-5, 
Sdr. Nur Ali Alias Lindi (Waria), Sdri. Widya Safitri alias dan Sdri. 
Rahmawati yang mana sebelumnya Saksi-2 mendapat informasi dari 
warga masyarakat yang memberitahukan kalau di rumah Saksi-4, 
sering digunakan untuk tempat mengkonsumsi Shabu – shabu. 
k. Bahwa pada saat Saksi-2 bersama anggota lain melakukan 
pemeriksaan di dapur rumah Saksi-4 menemukan barang berupa 1 
(satu) set alat penghisap Shabu – shabu (Bong) dan 1 (satu) buah 
plastik double klip ukuran kecil bekas pembungkus Shabu – shabu 1 
(satu) batang jarum/kompor, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) 
buah bekas kemasan CDR (tempat jarum) dan 5 (lima) buah HP milik 
para pelaku selanjutnya Saksi-4 bersama Saksi-5, Sdri. Nur Ali Alias 
Lindi (Waria), Sdri. Widya Safitri alias Winda dan Sdri. Rahmawati 
beserta barang bukti disita dan dibawa ke Polres Pangkep untuk 
pemeriksaan lebih lanjut. 
l. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dan 
pelaku lainnya serta barang bukti diketahui kalau Shabu – shabu 
yang dikomsumsi di rumah Saksi-5 adalah sisa Shabu – shabu yang 
dibeli dari Terdakwa di Makassar dan sebelumnya Saksi-4 bersama 
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dengan Saksi-3, Saksi-5 dan Saksi-6 mendapatkan Shabu – shabu 
dengan cara membeli dari Terdakwa serta sisanya dikonsumsi di 
rumah Saksi-4, sedangkan sisanya sebanyak 0,5 gram dibawa ke 
Pangkep.    
m. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap shabu – 
shabu dan 1(satu) buah plastik double klip ukuran kecil bekas 
pembungkus Shabu – shabu, 1 (satu) batang jarum/kompor, 2 (dua) 
buah korek api gas , 1 (satu) buah bekas kemasan CDR (tempat 
jarum) saat ini disita oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep 
untuk dijadikan barang bukti dalam perkara “Penyalahgunaan 
Narkotika” dengan Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun 
Syam, dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Penyitaan dari Polres 
Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 dan Berita Acara Penyitaan dari 
Polres Pangkep tanggal 26 Oktober 2013 serta Berita Acara 
Penyitaan dari Polres Pangkep tanggal 29 Oktober 2013. 
n. Bahwa terhadap Saksi-4 telah dilakukan penyidikan lebih lanjut oleh 
Penyidik Sat Narkoba Polres Pangkep dalam perkara 
“Penyalahgunaan Narkotika” dengan Terdakwa Sdri. Rika 
Puspitayana binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang Nomor: 
LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 atas 
surat perintah penyidikan dari Polres Pangkep No. 
SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 2013. 
o. Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan Saksi-3 juga pernah 5 (lima) 
kali mengkomsumsi Shabu – shabu yaitu pertama pada bulan Juli 
2013 di rumah Sdri. Ina di Lantebung Kota Makassar dan Terdakwa 
yang membeli 1 (satu) gram Shabu – shabu seharga Rp 1.700.000,- 
(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kedua pada bulan September 2013 
di rumah Saksi-3 dan Saksi-3 yang membeli 0,5 gram Shabu – shabu 
dari Terdakwa seharga Rp 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah), 
ketiga pada bulan September 2013 di rumah Terdakwa dan Saksi-3 
yang membeli Shabu – shabu paket hemat dari Terdakwa seharga 
Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), keempat pada bulan Oktober 
2013 di rumah Saksi-3 yang membeli 1 (satu) gram Shabu – shabu 
dari Terdakwa seharga Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu 
rupiah), dan yang kelima pada tangga 23 Oktober 2013 sekira pukul 
11.30 Wita di rumah Sdr. Baso di Desa Mattampa 2 (dua) gram 
Shabu – shabu dari Terdakwa seharga Rp 3.400.000,- (tiga jutah 
empat ratus ribu rupiah). 
p. Bahwa Terdakwa setelah mengkomsumsi Shabu – shabu bersama 
Skasi-3, Skasi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 merasakan badannya segar, 
tahan tidak tidur dan perasaan senang seolah – olah tidak ada 
masalah serta Terdakwa mendapatkan Shabu – shabu dari 
temannnya atas nama Sdr. Ridwan di Jl.Urip Sumoharjo Kota 
Makassar dengan cara membeli seharga Rp 1.700.000,- (satu juta 
tujuh ratus ribu rupiah) per gram, tetapi Terdakwa dalam 
mengkomsumsi dan mendapatkan Shabu – shabu tersebut tidak ada 
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izin dari pejabat instansi yang berwenang padahal Terdakwa tidak 
mempunyai kewajiban untuk itu. 
q. Bahwa Terdakwa menjual dan menyerahkan Shabu – shabu 
seharga Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 
sampai dengan Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per 
gram baik kepada Saksi-3 maupun Sdr. Baso di rumah Saksi-3 di 
BTN Pondok Asri Blok G.3 No.6 Kel.Sudiang Kec. Biringkanaya Kota 
Makassar serta Terdakwa dalam menjual dan menyerahkan Shabu 
– shabu tersebut tidak ada izin dari pejabat instansi yang berwenang 
padahal Terdakwa tidak mempunyai kewajiban untuk itu. 
r. Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai 
Shabu – shabu yang telah dibeli/diterima dari Sdr. Ridwan di bekas 
Terminal Panaikang Jl. Urip Sumoharjo Kota Makassar, tidak disertai 
dilengkapi dengan surat izin atau surat keterangan dari dokter atau 
pejabat lain yang berwenang, padahal sebelumnya Terdakwa telah 
mengetahui bahwa seseorang jika memiliki, menyimpan, menguasai, 
Shabu – shabu harus disertai/dilengkapi dengan disertai surat izin 
atau surat keterangan dari dokter atau pejabat lain yang berwenang.  
s. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium 
Kriminalistik dari Labfor Polri Cab. Makassar No. 
Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013, yang ditanda 
tangani oleh Pemeriksaan atas nama AKBP Dra. Sugiharti NRP. 
63121057, Iptu Arinata Vira T, S.Si NRP 85011704 dan Aiptu Subono 
Soekiman NRP. 65120098 menerangkan hasil pemeriksaan 
didapatkan bahwa barang bukti dalam perkara Terdakwa Rika 
Puspitayana  binti Nasrun Syam, dkk 5 (lima) orang berupa Kristal 
bening dan sachet plastik kosong bekas pakai, positif mengandung 
Metamfetamins yang terdaftadalam Golongan Nomor Urut 6 
Lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
 
Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut 
telah cukup memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana diatur 
dan diancam dengan pidana dalam : 
Pertama  :   Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang RI  
    Nomor 35 Tahun 2009 
Atau 
Kedua   :   Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang RI   
    Nomor 35 Tahun 2009 
Atau 
Ketiga   :   Pasal 127 Ayat (1) Undang – Undang RI  
    Nomor 35 Tahun 2009 
 
3. Tuntutan Hukum Oditur Militer 
Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana : 
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“Tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika 
Golongan I.” 
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat 
(1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
a. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi 
dengan : 
1) Pidana pokok  :  Penjara selama 5 (Lima) tahun. 
   Dikurangkan selama Terdakwa dalam  
   penahanan sementara  
2) Pidana Denda  :  RP. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta  
   Rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan  
   penjara. 
3) Pidana Tambahan :  Dipecat dari dinas Militer. 
b. Menetapkan barang bukti berupa : 
1) Barang – barang : 
a. 1 (satu) buah plastik double klip warna bening yang 
didalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu – shabu. 
b. 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu beserta kaca pireks. 
c. 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol 
DD 5397 XW berikut kontak dan STNK. 
d. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitan kombinasi 
pink yang didalamnya berisi kartu sim Nomor 085255616152. 
Mohon ditentukan statusnya. 
2) Surat – surat : 
a. 1 (satu) lembar foto barang bukti, 1 (satu) set alat penghisap 
shabu – shabu berikut kaca pireks, 1 buah plastik double klip 
ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis shabu – 
shabu, 1(satu)batang jarum/kompor untuk membakar pireks, 
dua buah korek api gas, satu buah bekas kemasan CDR 
(tempat jarum) dan lima buah Handphone yang disita oleh Sat 
Narkoba Polres Pangkep di rumah sdri. Rika Puspitayana. 
b. 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion 
Nopol DD 5379 XW yang diduga dipergunakan oleh Pratu 
Soepryanto untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu – 
shabu kepada Sdri. Sulfatmawati alias Pato. 
c. 2 (dua) lembar laporan polisi dari Polres Pangkep Nomor 
LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 
atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayan dkk. 4 (Empat) 
orang termasuk diantaranya atas nama Sdr. Gassalam Nur 
alias Cinnang. 
d. 1 (satu) lembar surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep 
Nomor SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 
2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 700802404 
dkk. 5 (Lima) orang untuk melaksanakan serangkaian tindakan 
sesuai dengan ketentuan Undang - Undang dalam perkara 
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atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti Nasrun 
Syam dkk. 5 (Lima) orang. 
e. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep 
Nomor SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 
2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 
5 (Lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap benda – 
benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana 
“Penyalahgunaan Narkotika”, sesuai Pasal 112 Ayat (1) dan 
atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 atas 
nama Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
f. 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep 
Nomor SP.Sita/09/X/2013/Sat Narkoba tanggal 26 Oktober 
2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 dkk. 
5 (lima) orang  untuk melakukan penyitaan terhadap benda – 
benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana 
“Penyalahgunaan Narkotika,” sesuai Pasal 112 Ayat (1) dan 
atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 
tentang Narkotika atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana 
binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
g. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep 
tanggal 23 Oktober 2013  atas nama Aiptu Masmedy, SH NRP 
73050185 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis 
barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika 
Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
h. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep 
tanggal 26 Oktober 2013  atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH 
NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis 
barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika 
Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
i. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep 
tanggal 29 Oktober 2013  atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH 
NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis 
barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika 
Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
j. 1 (satu) eksamplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan 
Negeri Pangkajene Nomor160/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene 
tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) buah Handphone 
merk Samsung GT-E 1195 warna Biru dari Terdakwa atas 
nama Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
k. 1 (satu) eksamplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan 
Negeri Pangkajene Nomor161/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene 
tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil 
Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama 
Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
l. 1 (satu) eksamplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan 
Negeri Pangkajene Nomor162/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene 
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tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil 
Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama 
Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
m. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan 
Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Nomor B-
117/R.4.27/Euh.1/11/2013 tanggal 6 November 2013 terhadap 
1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah plastik bening dari 
Terdakwa atas nama Rika Puspitayan binti Nasrun Syam dkk. 
5 (lima) orang. 
n. 1 (satu) eksamplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor 
Lab.1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 atas nama 
Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang yang 
ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. 
Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T.S,Si NP 
85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098. 
Agar dilekatkan dalam berkas perkara. 
c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 
5.000,- (Lima Ribu Rupiah). 
d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan. 
 
4. Amar Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar 
Adapun Amar Putusan di Tingkat Pengadilan Militer III-16 
Makassar dalam perkara ini sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa yaitu Soepryanto, Pratu, NRP 
31100471680888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
melakukan tindak pidana. 
 
“Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli 
Narkotika Golongan I”. 
 
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : 
- Pidana Pokok  :  Penjara selama 5 (Lima) tahun. 
   Menetapkan selama waktu Terdakwa  
   berada dalam tahanan sementara  
   dikurangkan seluruhnya dari pidana  
   yang dijatuhkan. 
- Pidana Denda  :  Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar  
   Rupiah) Subsidair Kurungan  
   Pengganti selama 3 (Tiga) bulan. 
- Pidana Tambahan  :  Dipecat dari dinas militer. 
 
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : 
a. Surat – surat : 
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1) 1 (satu) lembar foto barang bukti, 1 (satu) set alat penghisap 
shabu – shabu berikut kaca pireks, 1 buah plastik double klip 
ukuran kecil bekas pembungkus Narkotika jenis shabu – 
shabu, 1(satu)batang jarum/kompor untuk membakar pireks, 
dua buah korek api gas, satu buah bekas kemasan CDR 
(tempat jarum) dan lima buah Handphone yang disita oleh Sat 
Narkoba Polres Pangkep di rumah sdri. Rika Puspitayana. 
2) 2 (dua) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vixion 
Nopol DD 5379 XW. 
3) 2 (dua) lembar laporan polisi dari Polres Pangkep Nomor 
LP/31/X/2013/Sulsel/Res Pangkep tanggal 23 Oktober 2013 
atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayan dkk. 4 (Empat) 
orang termasuk diantaranya atas nama Sdr. Gassalam Nur 
alias Cinnang. 
4) 1 (satu) lembar surat Perintah Penyidikan dari Polres Pangkep 
Nomor SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 
2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 700802404 
dkk. 5 (Lima) orang untuk melaksanakan serangkaian 
tindakan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang dalam 
perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika Puspitayana binti 
Nasrun Syam dkk. 5 (Lima) orang. 
5) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep 
Nomor SP.Sita/08/X/2013/Sat Narkoba tanggal 23 Oktober 
2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 
dkk. 5 (Lima) orang untuk melakukan penyitaan terhadap 
benda – benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak 
pidana “Penyalahgunaan Narkotika”, sesuai Pasal 112 Ayat 
(1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 
2009 atas nama Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 
(lima) orang. 
6) 2 (dua) lembar Surat Perintah Penyitaan dari Polres Pangkep 
Nomor SP.Sita/09/X/2013/Sat Narkoba tanggal 26 Oktober 
2013 atas nama Aiptu Agustinus Lallo, SH NRP 70080404 
dkk. 5 (lima) orang  untuk melakukan penyitaan terhadap 
benda – benda yang diduga ada kaitannya dengan tindak 
pidana “Penyalahgunaan Narkotika,” sesuai Pasal 112 Ayat 
(1) dan atau Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 
2009 tentang Narkotika atas nama Terdakwa Sdri. Rika 
Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
7) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep 
tanggal 23 Oktober 2013  atas nama Aiptu Masmedy, SH NRP 
73050185 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa jenis 
barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. Rika 
Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
8) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep 
tanggal 26 Oktober 2013  atas nama Aiptu Agustinus Lallo, 
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SH NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa 
jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. 
Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
9) 1 (satu) lembar Berita Acara Penyitaan dari Polres Pangkep 
tanggal 29 Oktober 2013  atas nama Aiptu Agustinus Lallo, 
SH NRP 70080404 dkk. 4 (empat) orang terhadap beberapa 
jenis barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Sdri. 
Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
10) 1 (satu) eksamplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan 
Negeri Pangkajene Nomor160/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene 
tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) buah 
Handphone merk Samsung GT-E 1195 warna Biru dari 
Terdakwa atas nama Rika Puspitayana binti Nasrun Syam 
dkk. 5 (lima) orang. 
11) 1 (satu) eksamplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan 
Negeri Pangkajene Nomor161/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene 
tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil 
Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama 
Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
12) 1 (satu) eksamplar Surat Penetapan dari Ketua Pengadilan 
Negeri Pangkajene Nomor162/Pen.Pid/2013/PN.Pangkajene 
tanggal 13 November 2013 terhadap 1 (satu) unit mobil 
Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG dari Terdakwa atas nama 
Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang. 
13) 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Status Barang Sitaan 
Narkotika dari Kepala Kejaksaan Negeri Pangkajene Nomor 
B-117/R.4.27/Euh.1/11/2013 tanggal 6 November 2013 
terhadap 1 (satu) buah pireks dan 1 (satu) buah plastik bening 
dari Terdakwa atas nama Rika Puspitayan binti Nasrun Syam 
dkk. 5 (lima) orang. 
14) 1 (satu) eksamplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris 
Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Makassar Nomor 
Lab.1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013 atas nama 
Rika Puspitayana binti Nasrun Syam dkk. 5 (lima) orang yang 
ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama AKBP Dra. 
Sugiharti NRP 63121057, Iptu Arinata Vira T.S,Si NP 
85011704 dan Aiptu Subono Soekiman NRP 65120098. 
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 
b. Barang – barang : 
1) 1 (satu) buah plastik double klip warna bening yang di 
dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis shabu – shabu; 
menjadi barang bukti dalam perkara lain. 
2) 1 (satu) set alat hisap shabu – shabu beserta kaca pireks; 
menjadi barang bukti dalam perkara lain. 
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3) 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vixion warna putih Nopol 
DD 5397 XW berikut kontak dan STNK; dikembalikan kepada 
yang berhak yaitu Terdakwa. 
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini 
sebesar RP 5.000,- (Lima ribu rupiah) 
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan. 
 
5. Memori Banding Penasehat Hukum 
Bahwa atas permohonan bandingnya, Terdakwa tidak 
mengajukan memori banding; 
6. Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya 
Adapun amar putusan di tingkat Pengadilan Militer Tinggi III 
Makassar sebagai berikut : 
1. Menyatakan, menerima secara formal Permohonan Banding yang 
diajukan oleh Terdakwa SOEPRYANTO PRATU NRP 
31100471680888. 
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor : 
30-K/PM.III-16/II/2014 tanggal 24 Maret 2014 untuk seluruhnya. 
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa 
sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah). 
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan 
putusan ini beserta perkaranya kepada Pengadilan Militer III-16 
Makassar. 
  
7. Analisis Penulis 
Pada peradilan militer ada sedikit perbedaan dengan peradilan 
umum yang biasa kita kenal, apabila dalam peradilan umum yang 
menyusun surat dakwaan jaksa penuntut umum maka dalam peradilan 
militer yang menyusun surat dakwaan adalah oditur militer. 
Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 
1997 Tentang Peradilan Militer, menyebutkan Oditur Militer dan Oditur 
Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur adalah pejabat yang 
diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai 
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pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan 
peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum 
dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan 
Undang – Undang ini. Dalam Undang - Undang tersebut sangat jelas 
bahwa dalam penyelesaian perkara di lingkungan peradilan militer, 
tidak dikenal penuntut umum namun lebih dikenal sebagai oditur, 
namun dalam pelaksanaannya tugas oditur sama dengan penuntut 
umum. 
Dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan 
bentuk dakwaan alternatif yaitu Kesatu, didakwa dengan Pasal 114 
Ayat (1) UU Narkotika, Kedua, didakwa dengan Pasal 112 Ayat (1) 
UU Narkotika dan Ketiga didakwa dengan Pasal 127 Ayat (1) UU 
Narkotika; 
Dari dakwaan alternatif tersebut, maka Majelis Hakim akan 
memilih Dakwaan yang berpotensi terpenuhi diantara Dakwaan Kesatu, 
Dakwaan Kedua dan Dakwaan Ketiga. Berdasarkan fakta – fakta 
hukum yang terungkap di persidangan dan berdasarkan penilaian 
Majelis Hakim bahwa dakwaan Pertama yang memiliki potensi 
bersesuaian dengan fakta persidangan maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangakn dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 
tahun 2009 tentang Narkotika atas perkara Putusan Nomor: 30-K/PM 
III-16/AD/II/2014 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi 
Militer III Surabaya tanggal 24 Maret 2014 Nomor: 68-
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K/PMT.III/BDG/AD/V/2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa 
Soepryanto Pratu NRP 31100471680888 terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dalam 
Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
Adapun unsur – unsur pidana yang harus dipenuhi agar perbuatan 
itu dapat dihukum, adalah sebagai berikut:  
1. Setiap orang 
Yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang merupakan 
subjek hukum penyandang hak dan kewajiban yang kepadanya 
dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang 
dilakukannya. Dalam perkara ini “setiap orang” yang dimaksudkan 
berwujud orang yang menunjuk kepada Terdakwa Soepryanto Pratu 
NRP 31100471680888 dalam persidangan telah mengakui dan 
membenarkan identitasnya sebagai seorang prajurit TNI dan warga 
Negara Republik Indonesia tunduk kepada hukum dan peraturan 
perundang – undangan yang berlaku. Selain itu, dalam persidangan 
Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi 
dengan baik seriap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat 
menilai keterangan – keterangan yang diberikan oleh para saksi 
yang diperkuat dengan alat bukti lainnya, serta setiap persidangan 
yang diikuti Terdakwa selalu menyatakan dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani dan bersedia untuk mengikuti persidangan, 
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sehingga Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab atas 
perbuatannya dan dapat menjadi subyek hukum. Dengan demikian, 
unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. 
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum 
Unsur “tanpa hak” ini berati pada diri Terdakwa tidak mempunyai hak 
dan kewenangan untuknitu, walaupun ada haruslah dengan izin 
yang sah dari yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” berarti 
ada ketentuan hukum atau peraturan yang bertentangan dengan hal 
tersebut.  
Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari 
keterangan Saksi Sulfatwati alias Pato, Rika Puspitayana Baso dan 
keterangan atau pengakuan Terdakwa sendiri, bahwa, Terdakwa 
sebelumnya telah menawarkan shabu – shabu kepada Sulfatmawati 
alias Pato, Rika Puspitayana dan Baso seharga Rp 1.650.000,- 
sampai dengan Rp 1.700.000,- per gram, yang setelahnya terjadi 
kesepakatan harga antara Terdakwa dengan Sulfatmawati alias Pato, 
Rika Puspitayana dan Baso. Shabu – shabu diantarkan sendiri oleh 
Terdakwa kepada Sulfatmawati alias Pato, Rika Puspitayana dan 
Baso yang tidak pernah mendapat ijin dari pejabat yang berwenang 
dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika, 
sehingga beretentangan dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 
2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi 
dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum. 
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3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan 
Narkotika Golongan I 
Unsur ini berifat alternative atau pilihan, artinya apabila salah satu 
unsur terbukti, maka terbuktilah unsur ini. Adapun yang dimaksud 
dengan “menjual” adalah suatu tindakan atau usaha yang dilakukan 
oleh pelaku terhadap suatu barang dalam hal ini shabu-shabu 
(Narkotika) untuk dialihkan penguasaannya kepada orang/pihak lain, 
dimana orang/pihak lain tersebut menerima barang kemudian 
menyerahkan sejumlah uang yang diterima oleh si Pelaku/ 
Terdakwaa. Yang dimaksud dengan “menawarkan” untuk dijual, 
menjual adalah suatu upaya yang dilakukan oleh si pelaku terhadap 
suatu barang dalam hal ini  Narkotika untuk dialihkan pengusaannya 
dengan cara jual beli kepada orang lain. Yang dimaksud dengan 
“membeli” adalah suatu upaya yang dilakukan oleh si pelaku untuk 
mendapatkan suatu barang dalam hal ini Narkotika dengan cara 
menyerahkan suatu uang kepada pemilik barang yang menjual 
kepadanya dan selanjutnya ia menerima barang tersebut. Yang 
dimaksud dengan “menerima” adalah suatu tindakan atau kegiatan 
pasif dari seseorang dalam hal ini si pelaku atas tindakan orang lain 
yang menerahkan memberikan seseuatu benda/barang (dalam hal 
ini) Narkotika. Yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual 
beli” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk 
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membantu terlaksananya transaksi jualbeli barang dalam hal ini 
Narkotika yang dilakukan oleh orang lain. Yang dimaksud dengan 
“menukar” adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk 
menggantikan suatu barang dalam hal ini Narkotika. Yang dimaksud 
dengan “menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah suatu tindakan 
yang dilakukan terhadap suatu benda (dalam hal ini) Narkotika 
dengan memberikan atau memindahkan penguasaannya kepada 
orang lain. Serta yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I 
adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, 
serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan.  
Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim Bapak 
Mayor Chk Mulyono, S.H, pada hari Rabu, tanggal 13 januari 2016 
mengungkapkan sebagai berikut:  
“Penerapan hukum pidana meteriil dengan melihat unsur – unsur 
fakta hukum yang terungkap dari keterangan saksi, keterangan 
terdakawa, serta tuntutan oditur militer serta alat bukti surat – surat 
maupun barang –barang, karena pada dasarnya pada Pasal 171 UU 
No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bertuliskan bahwa Hakim 
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 
dengan sekurang-kurangnya 2(dua) alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar 
terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 
Oleh karena itu, menurut hemat penulis penerapan pidana materiil 
sudah tepat dengan melihat seluruh penjelasan tersebut majelis 
hakim dalam menerapkan pidana materil berdasarkan pada unsur – 
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unsur yang telah dipilih dari dakwaan alternatif Oditur militer dan 
fakta hukum baik keterangan saksi, keterangan Terdakwa maupun 
alat bukti lainnya yang menguatkan perbuatan Terdakwa, namun 
pada dakwaan alternatif yang disusun oleh Oditur Militer menurut 
penulis di susun secara Kumulatif, karena berdasarkan dari analisa 
kasus penulis dalam dakwaan alternatif Oditur militer, unsur – unsur 
yang terbukti pada Terdakwa hanyalah Pasal 114 Ayat (1) dan Pasal 
127 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa Terdakwa tanpa hak atau 
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, 
menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau 
menyerahkan Narkotika Golongan I(Pasal114). Penyalahgunaan 
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. 
Maka dari itu, oleh karena itu menggunakan narkotika sudah jelas 
tanpa hak atau melawan hukum telah melakukan tindak pidana 
menyimpan dan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 
I bukan tanaman. Oleh karena itu menurut penulis seharusnya 
dakwaan Oditur Militer disusun secara Kumulatif karena dakwaan 
yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut 
pembebasan dari dakwaan tersebut  berdasarkan dengan kasus 
tindak pidana yang telah dijelaskan diatas sebelumnya. 
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B. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika oleh Oknum Anggota TNI  berdasarkan 
Putusan Nomor 30-K/PM.III-16/AD/II/2014 
 
1. Pertimbangan Hakim 
Pengambilan keputusan kepada Terdakwa hendaknya hakim 
dapat melihat dengan cermat kesesuaian fakta – fakta yang ada 
dengan bukti – bukti yang dihadirkan dipersidangan sehingga dalam 
menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang 
seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh 
terdakwa. 
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar 
yang memeriksa dan mengadili perkara Pada Pengadilan Tingkat 
Pertama Terdakwa Soepryanto Pratu NRP 31100471680888, 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dan diancam 
pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang 
Narkotika berdasarkan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur 
Militer yang disusun secara alternative mengandung unsur – unsur 
sebagai berikut : 
Pertama : 
 
Unsur Kesatu : “Setiap orang” 
Unsur Kedua  : “Tanpa hak atau melawan hukum” 
Unsur Ketiga  : “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,  
                menerima, menjadi perantara dalam jual beli, 
                menukar atau menyerahkan Narkotika  





Unsur Kesatu : “Setiap orang” 
Unsur Kedua  : “Tanpa hak atau melawan hukum” 
Unsur Ketiga  : “Menawarkan memiliki, menyimpan,  
                menguasai atau menyediakan Narkotika  
      Golongan I bukan tanaman. 
Atau 
Ketiga : 
Unsur Kesatu : “Setiap Penyalah Guna” 
Unsur Kedua  : “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” 
Bahwa oleh karena dakwaan Oditur militer disusun secara 
altenatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan akan membuktikan 
dakwaan yang menurut Majelis Hakim sangat bersesuaian dengan 
fakta hukum yang ada dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif 
Pertama. 
Bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut 
diatasMajelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : 
Mengenai unsur kesatu : “Setiap orang” 
Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah “siapa saja” atau 
semua orang yang tunduk pada perundang – undang Indonesia 
dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam 
Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 ayat (1) KUHP dan dalam hal ini 
Terdakwa sekalipun sebagai prajurit TNI. 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan terdakwa 
yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta 
sebagai berikut : 
1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 
2010 melalui Pendidikan Secata PK Tahap I Gel. I TA 2010 di 
secata A Rindam VII/Wrb malino kab. Gow, setelah lulus 
pendidikan dilantik dengan Kejuruan Infanteri di Dodiklatfur 
Bance’e Kab. Bone dan setelah selesai ditempatkan di Brigif 
Linud3, kemudian pada bulan April 2011 dipindahkan ke Kiwal 
Denmadam VII/Wrb sampai dengan kejadian yang menjadikan 
perkara ini berpangkat Pratu NRP 31100471680888. 
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI dan warga 
Negara Republik Indonesia tunduk pada hukum dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik 
Indonesia sama de gan warga Negara Indonesia lainnya. 
3. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menagku dirinya dalam 
keadaan sehat dan dalam pemeriksaan telah pula dapat menjawab 
semua pertanyaan dengan baik sehingga Majelis Hakim 
berpendapat Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas 
perbuatannya sehingga dapat menjadi subyek hukum. 
Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu 
“Setiap orang” telah terpenuhi. 
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Mengenai unsur Kedua : “Tanpa hak dan melawan hukum” 
Yang dimaksud dengan “tanpa hak” berarti dalam diri pelakutidak 
ada hak berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. 
Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” 
mempunyai pengertian bahwa suatu perbuatan dikatakan 
melawan hukum apabila orang tersebut melanggar Undang-
Undang yang ditetapkan oleh hukum. 
 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 
dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa 
yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira 
pukul 12.30 Wita ketika Terdakwa di rumahnya di BTN Laikang 
Indah Blok D 6 No. 1 kel. Sudiang Kec. Biringkanaya kota 
Makassar dihubungi oleh saksi-3 melalui HP untuk datang ke 
rumahnya, selanjutnya Terdakwa dengan berpakaian preman 
celana jeans warna biru dan baju kaos warna putih mengendarai 
sepeda motor Yamaha Vixion warna putih Nopol 5379 XW, 
sesampai di rumahnya saksi-3meminta tolong kepada Terdakwa 
untuk mengambil kirirman milik saksi-3 di bekas Terminal 
Panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar.  
2. Bahwa benar saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- 
(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sambil 
berpesan kepada Terdakwa agar uang tersebut diserahkan 
kepada Sdr. Ridwan di bekas Terminal Panaikang Jln. Urip 
Sumoharjo kota Makassar dan sebelum sampai di Terminal 
panaikang Jln.Urip Sumoharjo Makassar bertemu dengan Sdr. 
Ridwan dan Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 
1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Ridwan 
dan Sdr. Ridwan menyerahkan barang tersebut lalu Terdakwa 
kembali kerumah. 
3. Bahwa benar di Bekas Terminal Panaikang Jln. Urip Sumoharjo 
Kota Makassar tersebut Sdr. Ridwan menyerahkan 1 (satu) buah 
bungkusan berbentuk kotak sebesar pembungkus rokok 
sampoerna yang dilakban warna kuning kepada Terdakwa. 
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira 
pukul 14.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh saksi-3 melalui HP dan 
menanyakan pesanan barang (Narkotika jenis shabu – shabu) 
milik Sdr. Baso (tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang) 
alamat di desa Mattampa kec.Bungoro Kab. Pangkep sebanyak 2 
(dua) gram lalu terdakwa mengatakan kalau shabu – shabu yang 
dipesan Sdr. Baso sudah ada dan akan diantarkan ke rumah 
saksi-3. 
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5. Bahwa benar Terdakwa kemudian dihubungi kembali oleh Saksi-
3 melalui HP dan saksi-3 meminta tambahan pesanan shabu – 
shabu sebanyak 3 (tiga) gram kepada terdakwa dari pesanan 
sebelumnya 2 (dua) gram. 
6. Bahwa benar Terdakwa 1(satu)jam kemudian sekira pukul 17.00 
wita, Terdakwa datang ke rumah saksi-3 dengan mengenakan 
pakaian dinas loreng dan mengendarai sepeda motor Yamaha 
Vixion warna putih miliknya Nopol DD 5379 XW. 
7. Bahwa benar terdakwa setibanya di rumah saksi-3 langsung 
masuk kedalam rumah dan bertemu dengan saksi-3 yang pada 
saat itu sudah ada saksi-4, saksi-5, dan saksi-6 selanjutnya 
Terdakwa  langsung mengeluarkan dari saku baju dinas PDL 
loreng 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalmnya 
berisi narkotika jenis shabu – shabu masing – masing berisi 1 
(satu) gram sambil Terdakwa mengatakankepada saksi-3 “ini saja 
yang kamu ambil, karena ini bagus dan lebih banyak karena 
jatahku ada disitu,” sambil Terdakwa menunjuk bungkusan plastik 
bening yang berisi shabu- shabu. 
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus 
plastik warna bening yang berisi shabu –shabu kepada saksi-3 
dan saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta 
enam ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan harga dari 
saksi-3 kepada terdakwa untuk membayar pesanan shabu – 
shabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa membuka 
pakaian dinasnya yang saat itu dalam kondisi basah karena hujan 
dan hanya mengenakan baju kaos loreng serta bagian bawahnya 
dililit/mengenakanhanduk milik saksi-3. 
9. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengeluarkan kaca pireks 
yang sudah dipersiapkan sebelumnya lalu melalui pipet 
dihubungkan ke botol yang sudah terisi air setengah dari botol 
tersebut lalu shabu – shabu yang berbentuk kristal bening 
sebanyak 0,5 gram ditaruh di dalam kaca pireks lalu kaca pireks 
yang sudah ada shabu – shabu tersebut dibakar dengan 
menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap lalu 
asap dari pembakaran tersebut dihisap oleh Terdakwa, saksi-3, 
saksi-4, saksi-5 dan saksi-6 secara bergantian menggunakan 
mulut melalui pipet plastik lalu asapnya dikeluarkan melalui 
hidung. 
10. Bahwa benar setelah mengkomsumsi shabu – shabu selanjutnya 
Terdakwa kembali mengenakan pakaian dinas loreng dan 
meminta kepada saksi-3 untuk menjemput Terdakwa di rumah 
Terdakwa di BTN Bumi Laikang Indah Blok D.6 No. 1 Kel. Sudiang 
Kec. Biringkanaya Kota Makassar lalu Terdakwa pulang ke rumah 
Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion  
warna putih Nopol DD 5379 XW diikuti oleh saksi-3, saksi-4, saksi-
5 dan saksi-6 dari belakang menggunakan mobil rental jenis 
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Daihatsu Xenia Nopol DD 1460 EG yang dikemudikan oleh saksi-
3, sedangkan sisa shabu – shabu sebanyak 0,5 gram yang sudah 
dikonsumsi dibawa dan disimpan oleh saksi-4 di dalam saku 
celana jeans saksi-4 tetapi alat hisap shabu – shabu (Bong) yang 
dipergunakan untuk mengkomsumsi ditinggal dirumah saksi-3 
serta kaca pireks disimpan oleh Terdakwa dengan cara 
dimasukkan ke dalam bekas pembungkus rokok merk sampoerna. 
11. Bahwa benar setelah menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa 
selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Daihatsu Xenis 
Nopol DD1460EG bergabung bersama dengan saksi-3, saksi-4, 
saksi-5 dan saksi-6 pergi ke Pangkep untuk mengantar saksi-4 
sekaligus Terdakwa akan mengantarkan pesanan shabu – shabu 
kepada Sdr. Baso tetapi sebelum sampai di Pangkep Saksi-5 
meminta diantar pulang ke rumah Saksi-5 di Kp. Baru – baru Desa 
Bontoperak Kec. Pangkajene Kab. Pangkep. 
12. Bahwa benar setibanya di Kampung Batu-batu Desa Bontoperak 
Kec. Pangkajene Kab. Pangkep selanjutnya saksi-4 dengan saksi-
6 turun dari mobil Daihatsu Xenia Nopol DD 1460EG dan pulang 
ke rumah Saksi-4 di Kel. Samalewa Kec.Bungoro Kab.Pangkep, 
sedangkan untuk mengantarkan pesanan shabu – shabu kepada 
Sdr. Baso ke Desa Mattampa Kec. Bungoro Kab. Pangkep. 
13. Bahwa benar setibanya di rumah Sdr. Baso, Terdakwa dengan 
saski-3 bertemu dengan Sdr. Baso selanjutnya Terdakwa 
menyerahkan pesanan shabu-shabu sebanyak 2 (dua)gram 
kepada Sdr. Baso lalu Terdakwa bersama dengan saksi-3 dan 
Sdr. Baso kembali mengkomsumsi shabu-shabu sebanyak 
0,5gram di rumah Sdr.Baso. 
14. Bahwa benar setelah selesai mengkomsumsi shabu-shabu 
selanjutnya Terdakwa diantar pulang oleh saksi-3 tetapi dalam 
perjalanan saksi-3 menghubungi saksi-5 melalui HP dan meminta 
kepada saksi-6 untuk menemani saksi-3 mengantar Terdakwa 
kembali ke rumah Terdakwa di BTN Bumi Laikang Blok D.6 No.1 
Kel. Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar lalu saksi-3 
dengan saksi 5 langsung kembali ke Pangkep. 
15. Bahwa benar Terdakwa  menawarkan Narkotika jenis shabu-
shabu seharga anatara Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima 
puluh ribu rupiah) samapi dengan Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh 
ratus ribu) pergram kepada saksi-3, saksi-4 dan Sdr.Baso, hal 
tersebut berdasarkan : 
a. Keterangan saksi-3 dipersidangan yang menyatakan behas 
pada bulan September 2013, saksi-3 pernah membeli shabu-
shabu sebanyak 0,5gram seharga Rp 900.000,- (sembilan 
ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. 
b. Keterangan saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa 
pada bulan September 2013, saksi-3 kembali membeli shabu-
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shabu paket hemat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu 
rupiah) kepada Tedakwa. 
c. Keterangan saksi-3 dipersidangan yang menyatakan bahwa 
pada bulan Oktober 2013, saksi-3 kemabli membeli shabu-
shabu sebanyak 1(satu)gram seharga Rp 1.700.000,- (satu juta 
tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. 
d. Keterangan saksi-3 dipersidangan yang menyatakan bahwa 
pada tanggal 23 Oktober 2013, saksi-5 melalui saksi-3 kembali 
membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) gram seharga Rp 
1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 
kepada Terdakwa. 
e. Keterangan saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahawa 
pada tanggal 23 Oktober 2013, Sdr. Baso melalui saksi-3 
membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua)gram seharga Rp 
3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada 
Terdakwa. 
f. Keterangan saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa 
pada bulan September 2013, saksi-4 pernah memesan dan 
membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 
500.000 (lima ratus ribu rupiah)kepada Terdakwa lalu shabu-
shabu pesanan saksi-4 tersebut siserahkan oleh Terdakwa 
kepada saksi-4 di jalan dekat rumah saksi-4 di Desa Batu-Batu 
Kec.Pangkajene Kab.Pangkep. 
g. Keterangan saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa 
seminggu kemudian masih pada bulan September 2013, saksi-
4 kembali pernah memesan dan membeli shabu-shabu 
sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu 
rupiah) kepada Terdakwa lalu shabu-shabu pesanan saksi-4 
tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi-4 di lorong 
dekat rumah saksi-4 di Desa Batu-Batu Kec.Pangkajene 
Kab.Pangkep.  
16. Bahwa benar sebelum terjadi transaksi  Narkotika jenis shabu-
shabu tersebit terdakwa menawarkan shabu-shabu kepada saksi-
3, saksi-4 dengan harga berkisar antara Rp 1.650.000 sampai 
dengan Rp 1.700.000,- pergram, setelah terjadi kesepakatan 
mengenai harga shabu-shabu antara Terdakwa denagn saksi-3 
dan saksi-4 selanjutnya pesanan shabu-shabu diantar sendiri oleh 
Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion 
warna putih Nopol DD 5379 XW milik Terdakwa dan setelah 
bertemu dengan saksi-3, saksi-4 dan Sdr. Baso selanjutnya 
Terdakwa menyerahkan pesanan shabu-shabu kepada saksi-3, 
saksi-4 dan Sdr. Baso serta Terdakwa menerima sejumlah uang 
dari saksi-3, saksi-4 dan Sdr.Baso sesuai kesepakatan harga 
shabu-shabu. 
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17. Bahwa benar Terdakwa selain menjual dan menjadi perantara 
dalam jual beli shabu-shabu, Terdakwa juga pernah 5(lima) kali 
mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu. 
18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mendapat ijin dari pejabat 
yang berwenang dalam menjual dan menjadi perantara dalam jual 
beli Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi-3, saksi-4 dan 
Sdr.Baso. 
19. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tanpa hak menyerahkan 
shabu-shabu, menjual, dan menjadi perantara dalam jual beli 
shabu-shabu yang merupakan Narkorika Golongan Iadalah suatu 
perbuatan yang bertentangan dan melawan hukum. 
20. Bahwa benar Terdakwa sudah sering mendengar pengarahan – 
pengarahan dari atasannya sendiri dan juga berita dari media 
tentang larangan penyalahgunaan Narkotika karena dapat 
berpengaruh buruk bagi kesehatan bahkan mengakibatkan 
kematian sehingga dapat merusak masa depan bangsa, 
disamping itu Terdakwa juga mengetahui bagi penyalahguna 
narkotika diancam dengan hukuman pidana penjara yang berat. 
Dengan demikian sebagaimana uraian diatas Majelis Hakim 
berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Tanpa hak dan melawan 
hukum” telah terpenuhi. 
 
Mengenai unsur ketiga  : “Menawarkan untuk dijual,  
   menjual,  membeli, menerima,  
   menjadi perantara  dalam jual  
   beli, menukar atau  
   menyerahkan Narkotika  
   Golongan I” 
 Oleh karena unsur ini berifat alternative maka Majelis Hakim akan 
membutikan unsru mana yang paling sesuai dikaitkan dengan 
fakta yang terungkap dalam persidangan. 
 Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu tindakan 
atau usaha yang dilakukan oleh pelaku terhadap suatu barang 
dalam hal ini shabu-shabu (Narkotika) untuk dialihkan 
penguasaannya kepada orang/pihak lain, dimana orang/pihak lain 
tersebut menerima barang kemudian menyerahkan sejumlah 
uang yang diterima oleh si Pelaku/ Terdakwaa. 
 Bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” untuk dijual, 
menjual adalah suatu upaya yang dilakukan oleh si pelaku 
terhadap suatu barang dalam hal ini  Narkotika untuk dialihkan 
pengusaannya dengan cara jual beli kepada orang lain. 
 Bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah suatu upaya 
yang dilakukan oleh si pelaku untuk mendapatkan suatu barang 
dalam hal ini Narkotika dengan cara menyerahkan suatu uang 
kepada pemilik barang yang menjual kepadanya dan selanjutnya 
ia menerima barang tersebut. 
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 Bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah suatu tindakan 
atau kegiatan pasif dari seseorang dalam hal ini si pelaku atas 
tindakan orang lain yang menerahkan memberikan seseuatu 
benda/barang (dalam hal ini) Narkotika. 
 Bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” 
adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku untuk 
membantu terlaksananya transaksi jualbeli barang dalam hal ini 
Narkotika yang dilakukan oleh orang lain. 
 Bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah perbuatan yang 
dilakukan oleh si pelaku untuk menggantikan suatu barang dalam 
hal ini Narkotika. 
 Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan Narkotika 
Golongan I” adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap suatu 
benda (dalam hal ini) Narkotika dengan memberikan atau 
memindahkan penguasaannya kepada orang lain. 
 Menurut Majelis Hakim unsur yang paling bersesuaian dengan 
fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah unsur 
menjual, menyerahkan dan menjadi perantara dalam jual beli yaitu 
Terdakwa telah menyerahkan kepada orang lain suatu barang 
Narkotika sehingga berpindahnya penguasaannya kepad orang 
lain. 
 Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat 
yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis 
maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau 
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai 
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan 
ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan 
sebagaimana terlampir dalam UURI No.35 tahun 2009 tentang 
Narkotika. 
 Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah 
Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan 
pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam 
terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan 
ketergantungan. 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan 
dari keterangan para saksi dibawah sumpah. Keterangan Terdakwa 
yang diperkuat  dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Bahwa benar terdakwa kenal dengan Sdri. Sulfatmawati Arif alias 
Pato ( Saksi-3) pada tahun2011 di daerah sudiang kota makassar 
karena bertetangga, sedangkan dengan Sdri, Rika Puspitayana ( 
Saksi-4) kenal pada bulan Agustus 2013 di rumah saksi-3 tetapi 
dengan Sdri.Gassalam Nur Alias Cinnag  (Saksi-5) serta Sdri 
Muhammad Akbar (Saksi-6) tidak kenal namun antara Terdakwa 
dengan keempatnya tidak ada hubungan keluarga. 
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2. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 20 Oktober 2013 sekira 
pukul 12-30 Wita ketika Terdakwa di rumahnya BTN Laingka 
indah Blok d 6 No 1 Kel. Sudiang Kec. Biringanaya Kota Makassar 
dihubungi oleh saks-3 melalui Hp untuk datang ke rumahnya 
selanjutnya terdakwa dengan berpakain preman celana jeans 
warnah biru dan baju kaos warnah putih mengendarai sepeda 
motor yamaha vixion warnah putih dengan nopol DD 5379 XW 
sesampai dirumahnya saksi-3 meminta tolong kepada terdakwa 
untuk mengambil kiriman milik saksi-3 di bekas terminal 
panaikang Jln.Urip Sumoharjo Kota Makassar. 
3. Bahwa benar saksi-3 menyerahkan uang sebebsar Rp.1.700.000 
( Satu Jutah Tujuh Ratus Ribu Rupiah ) kepada terdakwa sambil 
berpesan kepada terdakwa agar uang tersebut diserahkan 
kepada Sdr Ridwan di bekas terminal panaikang Jln. Urip 
Sumoharjo Kota Makassar dan sebelum sampai terminal 
panaikang Jln. Urip Sumoharjo Kota Makassar bertemu dengan 
Sdr Ridwan dan terdakwa lansung menyerahkan uang sebesar 
Rp.1.700.000 (satu juta tuju ratus ribu rupiah ) kepada Sdr Ridwan 
menyerahkan barang tersebut lalu terdakwa kembali kerumah. 
4. Bahwa benar di bekas terminal panaikang Jln. Urip Sumoharjo 
Kota Makassar   tersebut Sdr.Ridwan menyerahkan 1 ( Satu ) 
buah bungkusan berbentuk kotak sebesar pembungkus rokok 
Sampoerna yang dilakban warnah kuning kepada terdakwa. 
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira 
pukul 14-00 wita.Terdakwa dihubungi oleh saksi-3 melalui Hp dan 
menanyakan pesanan barang ( Narkotika jenis shabu-shabu) milik 
Sdr Baso ( tidak diketahui  keberadaanya sampai sekarang ) 
alamat di desa mattampa Kec.Bungoro Kab pangkep sebanyak 2 
(dua) gram lalu terdakwa mengatakan kalau Shabu-shabu yang 
dipesan Sdr Baso suda ada dan akan diantar ke rumah saksi-3 
6. Bahwa benar terdakwa kemudian dihubungi kembali oleh saksi-3 
melalui Hp dan saksi-3 meminta tambahan pesanan shabu-shabu 
sebanyak 3 (tiga) gram kepada terdakwa dari pesanan 
sebelumnya 2 (dua) gram dan berselang 1 (satu) jam kemudian 
sekira pukul 17.00Wita. Terdakwa datang kerumah Saksi-3 
dengan mengenakan pakaian dines loreng dan mengendarai 
motor yamaha vixion warnah putih miliknya nopol DD 5379 XW. 
7. Benar bahwa terdakwa setibanya di rumah saksi-3 lansung masuk 
ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi-3 yang pada saat it 
suda ada saksi-4 .saksi-5 dan saksi-6 selanjutnya terdakwa 
lansung mengeluarkan dari saku baju dines PDL loreng 3(Tiga) 
bungkusan plastik warna bening yang didalamnya berisi Narkotika 
jenis Shabu-shabu masing-masing berisi 1 (satu) gram sambil 
terdakwa mengatakan kepada saksi-3 ini saja yang kamu ambil 
karena ini bangus dan lebih banyak karena jatahku ada di situ 
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sambil terdakwa menunjuk bungkusan plastik warnah bening yang 
berisi Shabu-shabu. 
8. Bahwa benar kemudian terdakwa menyerahkan 3 (tiga) bungkus 
plastik warnah beningberisi Shabu-shabu kepada saksi-3 lalu 
saksi-4 menyerahkan uang sebesar Rp.1650.000 (satu juta enam 
ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan harga dari saksi-
5 kepada terdakwa untuk membayar pesanan shabu-shabu 
sebanyak 1 (satu ) gram selanjutnya terdakwa membuka pakaian 
dinasnya dan hanya mengenakan baju kaos loreng serta bagian 
bawahnya dililit/mengenakan handuk milik saksi-3. 
9. Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengeluarkan kaca pireks 
yang suda dipersiapkan sebelumnya lalu melalui pipet di 
hubungkan ke botol yang suda berisi air setenga dari botol 
tersebut lalu shabu-shabu yang berbentuk kristal bening sebanyak 
0,5 gram di taruh di dalam kaca pireks yang suda ada shabu-
shabu tersebut lalu di bakar dengan menggunakan korek api gas 
hingga mengeluarkan asap lalu asap dari hasil pembakaran 
tersebut diisap oleh terdakwa saksi-3, saksi-4, saksi-5 dan saksi-
6 secara bergantian menggunakan mulut pipet plastik lalu 
asapnya dikeluarkan dihidung. 
10. Bahwa Terdakwa setelah mengkomsumsi Shabu-shabu 
selanjutnya Terdkwa kembali mengenakan pakean dines loreng 
dan meminta kepada saksi-3 untuk menjemput Trdakwa di rumah 
Terdakwa di BTN Bumi laikang Indah Blok D 6 No 1 Kel. Sudiang 
Kec. Biringkanaya Kota Makassar lalu Terdakwa Pulang ke rumah 
Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion 
warnah putih Nompol DD 5379 XW diikuti oleh Saksi-3 bersama 
dengan saksi-4 saksi-5 dan saksi-6 dari belakan menggunakan 
mobil rental jenis daihatsu xenia  Nopol DD 1460 EG yang 
dikemudikan oleh saksi-3. Sedangkan sisah shabu-shabu 
sebanyak 0,5 gram yang suda di konsumsi di bawa dan disimpan 
oleh saksi-4 didalam saku celana jeans saksi-4 Tetapi alat isap 
shabu-shabu ( Bong ) yang dipergunakan untuk mengkomsumsi 
di tinggal di rumah saksi-3 serta kaca pireks disimpan oleh 
Terdakwa dengan cara di masukan kedalam bekas pembungkus 
rokok merek saemporna. 
11. Bahwa benar setelah menjemput Terdakwa di rumah Terdakwa 
selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil Daihatzu xenia 
Nopol DD 1460 EG bergabung bersama dengan saksi-3 saksi-4 
saksi-5 dan saksi-6 pergi kepangkep untuk mengantar shabu-
shabu kepada sodara baso tetapi sebelum sampai di pangkep 
saksi-5 meminta diantar pulang ke rumah saksi-5 di kp baru-baru 
Desa bonto perak kec.pangkajenne kab.pangkep. 
12. Bahwa benar setibanya di kampung batu-batu desa bonto pera 
kec.pangkajenne kab.pangkep selanjutnya saksi-4 dengan saksi-
6 turung dari mobil Daihatzu xania Nopol DD 1460 EG dan pulang 
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kerumah saksi-4 Kel.samalewa kec.bungoro kab.pankep 
sedangkan Terdakwa dengan saksi-3 melanjutkan perjalanan 
untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu kepada shodara baso 
di desa mattappa kec.bungoro kab.pangkep. 
13. Bahwa benar setibanya dirumah sodara baso Terdakwa dengan 
saksi-3 bertemu dengan sodara baso selanjutnya terdakwa 
menyerahkan pesanan shabu-shabu sebanyak 2 (dua) gram 
kepada sodara baso memlalui Terdakwa bersama saksi-3 dan 
sodara baso kembali mengkomsumsi shabu-shabu 0,5 gram di 
rumah sodara baso. 
14. Bahwa benar setelah selesai mengkomsumsi shabu-shabu 
selanjutnya terdakwa diantarpulang oleh saksi-3 dalam perjalanan 
saksi-3 menghubungi saksi-5 melalui hp dan meminta kepada 
saksi-6 untuk menemani saksi-3 untuk mengantar Terdakwa 
kembali ke rumah Terdakwa di BTN Bumi laikang Indah Blok D 6 
No 1 Kel.Sudiang Kec. Biringkanaya Kota Makassar. Makassar 
lalu saksi-3 dengan saksi-5 lansung kembali ke pangkep. 
15. Bahwa benar pada waktu yang bersamaan setibanya saksi-4 dan 
saksi-6 di rumah sekira pukul 20-30 Wita saksi-4 dihubungi 
melalui hp oleh teman-temanya A.N. Sdri Nurali alias Lindi ( Waria 
). Sdri widya sapitri alias winda dan Sdri Rahmawati dan 
menyampaikan akan datang kerumah saksi-4 bertemu di rumah 
saksi-4 selanjutnya Sdri Nurali alias Lindi ( waria ) bersama 
dengan Sdri widiya sapitri alias winda dan Sdri.Rahmawati 
mengkomsumsi sisa shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang di 
bawa oleh saksi-4 dari makassar sedangkan saksi-4 dan saksi-6 
duduk di ruang tamu rumah saksi-4 
16. Bahwa benar sekira pukul 20-00 Wita tiba-tiba datang beberapa 
orang anggota Sak Narkoba dari polres pangkep A.N.Briptu 
Risnandar ( saksi-2 ) bersama Bribtu Wahyu, Bripka Asriandi dan 
dipimpin oleh kasat Narkoba Polres Pangkep A.N.AKP H.J.D 
Ulingi menggerebek dan menagkap saksi-4 Bersama saksi-6 
Sodara Nurali Alias Lindi (Waria), Sdri widia sapitri alias winda 
dengan anggota lain mendapat informsi dari warga masyarakat 
yang memberitahukan kalau saksi-4 sering digunakan untuk 
tempat mengkomsumsi shabu-shabu. 
17. Bahwa benar selanjutnya saksi-2 dengan anggota yang lain 
melakukan pemeriksaan dirumah saksi-4 dan pada saat 
memeriksa didapur rumah saksi-4 saksi-4 dengan anggota yang 
lain menemukan barang bukti berupa 1 ( Satu ) Z Alat pengisap 
shabu-shabu ( Bon ) dan 1 ( Satu ) Buah plastik dowbel klip ukuran 
kecil bekas pembungkus shabu-shabu, 1 ( satu )batang 
jarum/kompor. 2 ( dua ) buah korek api gas, 1 ( satu ) buah bekas 
kemasan SDR (Tempat jarum ) dan 5 ( lima ) buah Hp milik para 
pelaku selanjutnya saksi-4 bersama saksi-6 sdr Nurali alias lindi ( 
waria ),sodari widia sapitri alias winda dan sodari rahmawati 
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beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke polres pangkep 
untuk dilakukan pemeriksaan. 
18. Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-4 
dan pelaku lainnya serta barang bukti dikantor sat Narkoba Polres 
Pangkep di ketahui alat shabu-shabu sebanyak 0,5gram yang 
dikonsumsi di rumah saksi-4 adalah sisah shabu-shabu yang 
dibeli oleh saksi-5 melalui saksi-3 Rp. 1.650.000 ( satu juta enam 
ratus lima puluh ribu rupiah ) 
19. Bahwa benar barang bukti berupa 1 ( satu ) Set alat pengisap 
shabu-shabu ( Bon ). 1 ( satu )buah plastik dowble klik ukuran kecil 
bekas pembungkus shabu-shabu, 1 ( satu ) batang jarum/kompor, 
2 ( dua ) buah korek api gas, 1 ( satu ) buah bekas kemasan CDR 
( tempat jarum  ) tersebut saat ini di sita oleh penyidik sak narkoba 
polres pangkep untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 
“penyalagunaan Narkotika  “dengan terdakwa atas nama sodari 
rika pupitanyana binti nasrul syam dkk 5 ( lima ) berdasarkan surat 
perintah penyitaan dari polres pangkep No.SP sita 
/08/X/2013/SAT NARKOBA Tanggal 23 oktober 2013, surat 
perintah penyitaan dari polres pangkep No.ST. Sita/09/X/2013/Sat 
Narkoba tanggal 26 Oktober 2013, berita acara penyitaan dari 
polres pangkep tanggal 23 oktober 2013 dan berita acara 
penyitaan dari polres pangkep tanggal 26 0ktober 2013 serta 
berita acara penyitaan dari polres pangkep tanggal 29 oktober 
2013. 
20. Bahwa benar terhadap saksi-4 telah dilakukan penyidikan lebih 
lanjut oleh penyidik sat Narkoba polres pankep dalam perkara “ 
penyalagunaan Narkotika “dengan terdakwa sdri rika puspitayana 
binti nasrumsyam dkk 5 ( lima ) orang, hal tersebut berdasarkan 
laporan polisi dari polres pangkep No.LP/31/X/2013/Sulsel/Res 
pangkep tanggal 23 oktober 2013 dan surat perintah penyidikan 
dari polres pangkep Nomor SP.Sidik/06/X/2013/Sat Narkoba 
tanggal 23 oktober 2013. 
21. Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris 
kriminalistik dan latpor polri cabang makassar nomor. 
lap/1619/NRP/X/2013 Tanggal 28 oktober 2013 yang ditanda 
tangani oleh pemeriksa H.m.AKBP.Drs.sugiarti NRP 
63121057,Iptu arinata vira T.S.Si NRP 85011704 Dan Aiptu 
subono sokiman NRP 65120098 menerangkan dari hasil 
pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti dalam perkara 
terdakwa A.n. sodari rika puspitayana binti nasrun syam dkk. 5 ( 
lima ) orang berupa keristal bening dan sacet plastik kosong bekas 
pakai adalah positip mengandung metapetamina yang terdaftar 
dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UUD RI No.35 tahun 2009 
Tentang Narkotika 
22. Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik double klip 
ukuran kecil bekas pembungkus shabu-shabu yang dinyatakan 
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positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam 
Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 
tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan 
Laboratoris Kriminalistik dari Labfor Polri Cabang Makassar 
No.Lab/1619/NNF/X/2013 tanggal 28 Oktober 2013adalah sisa 
shabu-shabu sebanyak 0,5 gram yang dibawa oleh saksi-4 dari 
Makassar yang sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama 
dengan saksi-3, saksi-4, saksi-5, dan saksi-6 di rumah saksi-3 
yang diperoleh saksi-4 dengan cara membeli dari Terdakwa. 
23. Bahwa benar Terdakwa menawarkan jenis shabu-shabu seharga 
antara Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 
sampai dengan Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) 
per gram kepada saksi-3, saksi-4, dan Sdr.Baso, hal tersebut 
diberdasarkan : 
a. Keterangan saksi-3 dipersidangan yang menyatakan behas 
pada bulan September 2013, saksi-3 pernah membeli shabu-
shabu sebanyak 0,5gram seharga Rp 900.000,- (sembilan 
ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. 
b. Keterangan saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahwa 
pada bulan September 2013, saksi-3 kembali membeli shabu-
shabu paket hemat seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu 
rupiah) kepada Tedakwa. 
c. Keterangan saksi-3 dipersidangan yang menyatakan bahwa 
pada bulan Oktober 2013, saksi-3 kemabli membeli shabu-
shabu sebanyak 1(satu)gram seharga Rp 1.700.000,- (satu juta 
tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. 
d. Keterangan saksi-3 dipersidangan yang menyatakan bahwa 
pada tanggal 23 Oktober 2013, saksi-5 melalui saksi-3 kembali 
membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) gram seharga Rp 
1.650.000,- (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) 
kepada Terdakwa. 
e. Keterangan saksi-3 di persidangan yang menyatakan bahawa 
pada tanggal 23 Oktober 2013, Sdr. Baso melalui saksi-3 
membeli shabu-shabu sebanyak 2 (dua)gram seharga Rp 
3.400.000,- (Tiga juta empat ratus ribu rupiah) kepada 
Terdakwa. 
f. Keterangan saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa 
pada bulan September 2013, saksi-4 pernah memesan dan 
membeli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 
500.000 (lima ratus ribu rupiah)kepada Terdakwa lalu shabu-
shabu pesanan saksi-4 tersebut siserahkan oleh Terdakwa 
kepada saksi-4 di jalan dekat rumah saksi-4 di Desa Batu-Batu 
Kec.Pangkajene Kab.Pangkep. 
g. Keterangan saksi-4 di persidangan yang menyatakan bahwa 
seminggu kemudian masih pada bulan September 2013, saksi-
4 kembali pernah memesan dan membeli shabu-shabu 
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sebanyak 1(satu) paket seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu 
rupiah) kepada Terdakwa lalu shabu-shabu pesanan saksi-4 
tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi-4 di lorong 
dekat rumah saksi-4 di Desa Batu-Batu Kec.Pangkajene 
Kab.Pangkep. 
24. Bahwa benar selanjutnya pesanan shabu-shabu diantar sendiri 
oleh Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha 
Vixion warna putih Nopol 5379 XW milik Terdakwa dan setelah  
bertemu dengan saksi-3, saksi-4, dan Sdr. Baso selanjutnya 
Terdakwa menyerahkan pesanan shabu – shabu kepada saksi-3, 
skasi-4, dan Sdr. Baso serta Terdakwa menerima sejumlah uang 
dari saksi-3, saksi-4 dan Sdr.Baso sesuai kesepakatan harga 
shabu-shabu. 
25. Bahwa benar Terdakwa hanya menjadi perantara dalam jual beli 
shabu-shabu, Terdakwa juga pernah 5(lima) kali mengkonsumsi 
Narkotika jenis shabu-shabu bersama saksi-3, saksi-4 dan 
Sdr.baso antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2013. 
26. Bahwa benar Terdakwa hanya menjadi perantara saja dari 
Sdr.Ridwan karena yang mempunyai dan bisa mendapatkan 
shabu – shabu tersebut adalah Sdr.Ridwan, setelah barang ada 
lalu diserahkan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 
kepada saksi-3, saksi-4 dan Sdr.baso selanjutnya Terdakwa ikut 
serta mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama 
dengan saksi-3, saksi-4 dan Sdr.Baso. 
27. Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi 
yang berwenang memberikan ijin untuk mengedarkan barang 
shabu tersebut padahal seharusnya Terdakwa mengetahui kalau 
dirinya tidak memiliki kewenangan atau hak untuk itu. 
28. Bahwa benar Terdakwa selaku aparat TNI seharusnya 
melaporkan adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan 
Narkotika jenis shabu-shabu dilingkungan masyarakat kepada 
pihak yang berwenang dan bukannya ikut terlibat didalamnya 
dengan menjadi perantara dalam jual beli serta mengkonsumsi 
Narkotika jenis shabu-shabu kepada dan bersama dengan saksi-
3, saksi-4 dan Sdr.Baso. 
29. Bahwa benar Terdakwa telah melancarkan transaksi jual beli 
shabu-shabu antara Sdr.Ridwan dengan saksi-3, saksi-4, dan 
Sdr.Baso dan menjadi perantara dalam jual beli serta ikut dalam 
mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan 
saksi-3, saksi-4 dan Sdr.baso. 
30. Bahwa benar shabu-shabu yang ditemukan dalam sisa plastik 
double klip yang didapat dari rumah saksi-4 adalah mengandung 
zat yang terlarang karena mengandung Metamfetamina yang 
terdaftar dalam Golongan I No.urut 61 Lampiran Undang-Undang 
RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
90 
Dengan demikian berdasarkan urian tersebut diatas Majelis 
Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : “menjadi perantara 
dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi. 
Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif 
pertama telah terpenuhi maka dakwaan alternatif pertama telah 
terbukti. 
Adapun hal – hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa 
sebagai  berikut : 
 
Hal – hal yang meringankan : 
- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain. 
 
Hal – hal yang memberatkan : 
- Terdakwa berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya. 
- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Terdakwa masih berpakaian 
dinas Loreng 
- Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya 
kesatuan Terdakwa dimata masyarakat 
- Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit 
di kesatuannya. 
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah 
setempat dalam usaha memberantas Narkoba. 
Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang –Undang RI Nomor 35 
tahun 2009 jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat(3) Undang-Undang 
Nomor 31 tahun 1997 da ketentuan peraturan perundang-undangan 
lain yang bersangkutan. 
 
Pada Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan Militer Tinggi III 
Surabaya tetap menjadikan pertimbangan Hakim Militer Tingkat 
Pertama diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam 
memutus perkara ini di tingkat Banding, Hakim Militer pada Tingkat 
Pertama telah menggunakan pertimbangan Yuridis dalam memetus 
perkara ini yaitu dakwaan Oditur Militer Keterrangan Saksi, 
Keterangan Terdakwa, dan alat bukti berupa surat – surat dan barang 
– barang. Selain itu, Hakim Militer pada Pengadilan Militer Tingkat 
Pertama juga telah menanggapi dan mempertimbangkan secara 
selintas terhadap tuntutan dari Oditur Militer dan pledoi dari Terdakwa 
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atau penasihat hukum, yang menurut Hakim Militer sudah 
menyangkut  ke dalam pokok persoalan yang didakwakan Oditur 
Militer kepada Terdakwa dan oleh Hikm Militer telah dipertimbangkan 
dalam unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan. 
Sebagaimana dakwaan alternatif, perbuatan Terdakwa diatur dan 
diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 
35 tahun 2009 tentang Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum 
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi 
perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika 
Golongan I. Atau kedua, tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, 
menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. 
Atau ketiga, setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri 
sendiri. Dala hal ini Majelis Hakim Militer memilih dakwaan yang tepat 
dan sesuai perbuatan Terdakwa setelah melihat fakta di persidangan.  
Bahwa dengan mendasari fakta hukum. Mengenai pertimbangan 
pertimbangan pembuktian unsur – unsur tindak pidana dalam putusan 
tingkat pertama Nomor 30-K/PM.III-16/AD/III/2014  tanggal 24 maret 
2014 yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana tanpak hak dan melawan hukum 
menjadi perantara dalam jual beli  narkotika Golongan I, Sebagai 
diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UUD RI No. 35 Tahun 2009 Majelis 
Hakim tingkat banding berpendapat putusan tersebut suda tepat dan 
benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum, oleh karena 
itu pertimbangan tersebut akan menjadikan pendapat Majelis Hakim 
Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini. 
Bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana denda yang 
dijatuhkan oleh majelis Hakim Tingkat Pertama. Majelis Hakim Tingkat 
Banding berpendapat suda adil dan seimbang dengan kesalahan 
Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan dengan pertimbangan 
sebagai berikut : 
1. Bahwa motif terdakwa melakukan tindak pidana disamping ingin 
menikmati narkotika jenis shabu - shabu jugan ingin mendapatkan 
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keuntungan dengan cara yang tidak sah serta bertentangan 
dengan hukum yang berlaku. 
2. Bahwa terdakwa seharusnya melaporkan adanya peredaran dan 
penyalagunaan Narkotika kepada pihak yang berwajib, namun 
Terdakwa malah terlibat didalamnya. 
Bahwa mengenai pidana tambahan yang telah dijatuhkan kepada 
Terdakwa, Majelis hakim Tingkat Banding mengemukakan 
pendapatnya sebagai berikut : 
1. Bahwa terdakwa sebagai perajurit TNI seharusnya memberikan 
perlindungan dan turut memberikan peringan kepada masyarakat 
tentang adanya bahaya yang mengancam keselamatan masa 
depan dan kehidupan generasi muda bangsa indonesia dari 
kejahatan Narkotika. Bukan malah sebaliknya terdakwa ternyata 
turut mengedarkan shabu-shabu. 
2. Bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti menjadi perantara dalam 
jual beli Narkotika.menunjukan bahwa terdakwa memiliki sikap dan 
tabiat yang tidak layak pada diri seorang perajurit TNI dan untuk 
mencegah agar tidak ditiru oleh perajurit TNI lainya maka terhadap 
terdakwa harus dipisahkan dari TNI dan ditindak sesuai hukum 
berlaku. 
3. Bahwa sikap dan perilaku terdakwa tersebut menunjukan terdakwa 
adalah seorang perajurit TNI yang tidak patuh pada hukum dan 
mempunyai mental sangat buruk sehingga perbuatan tersebut 
sangat mencemarkan nama baik TNI ditenga masyarakat. 
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. Majelis hakim 
Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa suda tidak layak lagi 
tetap dipertahankan dalam dinas Militer karena apa bila tidak 
dipisahkan dari dinas Militer maka perbuatan terdakwa akan menjadi 
preseden buruk dan dapat ditiruh oleh prajurit TNI yang lain. Untuk itu 
terdakwa perlu dijatuhkan pidana tambahan dipecat dari dines Militer. 
Bahwa dengan mendasari pertimbangan Majelis Hakim tingkat 
pertama tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat 
bahwa pidana yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama 
baik itu pidana pokok dan juga pidana tambahan tersebut suda tepat, 
adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa, oleh karena itu perlu 
dikuatkan. 
Bahwa terdapat pertimbangan selebihnya yang dijatuhkan oleh 
Pengadilan Militer  III-16 Makassar Nomor : 30-K/PM.III-
16/AD/III/2014 tanggal 24 maret 2014 Majelis Hakim tingkat banding 
berpendapat suda tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan. 
Bahwa oleh karena itu pidana tambahan pemecatan dari dines 
Militer yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan 
oleh majelis hakim tingkat banding dan saat ini terdakwa berada 
dalam tahanan dan dikwatirkan melarikan diri atau mengulangi tindak 
pidana lagi, maka majelis hakim tingkat banding memandang perlu 
terdakwa untuk tetap ditahan. 
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Bahwa waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara 
perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 
Bahwa oleh karena itu terdakwa harus dipidana maka biaya 
perkara pada tingkat banding dibebankan kepada terdakwa. 
Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 jo Pasal 
26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (3) UU RI No.31  Tahun 1997 dan 
ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan. 
 
 
2. Analisis Penulis 
Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam 
membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada. terdakwa. Dalam 
pengambilan keputusan ini hendaknya hakim dapat melihat dengan 
cermat kesesuaian fakta – fakta yang ada dengan bukti – bukti yang 
dihadirkan dipersidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan 
tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi 
yang dimiliki oleh terdakwa. 
Penjelasan diatas jelas bahwa pertimbangan Hakim dalam 
menjatuhkan putusan telah menggunakan pertimabangan yuridis yang 
didasarkan pada fakta – fakta yuridis yang telah terungkap dalam 
persidangan dan oleh Undang – Undang ditetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat dalam putusan yakni dakwaan Oditur Militer, keterangan 
saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang – barang bukti. 
Dalam peradilan militer mengenai musyawarah dan putusan oleh 
majelis hakim sangat jelas diatur dalam Pasal 188 Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer , 
yang berisi :  
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1. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 182 ayat (5), Hakim mengadakan musyawarah 
secara tertutup dan rahasia.  
2. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti 
dalam pemeriksaan di sidang.  
3. Dalam musyawarah tersebut, Hakim Ketua mengajukan 
pertanyaan dimulai dari Hakim yang termuda sampai Hakim yang 
tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya 
adalah Hakim Ketua dan semua pendapat harus disertai 
pertimbangan beserta alasannya. 
4. Pada asasnya putusan dalam musyawarah merupakan hasil 
permufakatan bulat, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan 
dengan sungguh – sungguh tidak dapat dicapai, berlaku ketentuan 
sebagai berikut: 
a) putusan diambil dengan suara terbanyak;  
b) apabila ketentuan tersebut pada huruf a tidak dapat diperoleh, 
putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling 
menguntungkan Terdakwa. 
5. Pelaksanaan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) dicatat dalam buku himpunan putusan yang disediakan 
khusus untuk keperluan itu dan isi buku tersebut sifatnya rahasia. 
95 
6. Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari 
itu juga atau pada hari lain, yang sebelumnya harus diberitahukan 
kepada Oditur, Terdakwa, atau Penasihat Hukumnya. 
Penulis menilai bahwa dalam penanganan suatu perkara tindak 
pidana militer, sama halnya dengan di peradilan umum yang berhak 
dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan adalah hakim 
dengan berdasarkan kepada bukti – bukti dan proses persidangan, 
seperti pada contoh kasus dengan pelaku tindak penyalahgunaan 
narkotika di atas, dalam hal ini hakimlah yang mempunyai kekuasaan 
untuk menjatuhkan putusan kepada pelaku tersebut. 
Dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu 
perkara pidana diharapkan hakim tidak menilai dari satu pihak saja 
sehingga dengan demikian ada hal - hal yang patut dalam penjatuhan 
putusan hakim apakah pertimbangan tersebut memberatkan atau pun 
meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, sehingga 
hakim sampai pada putusannya. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Majelis Hakim Militer 
Bapak Letkol Chk Moch. Suyanto,S.H.,M.H. menyatakan bahwa : 
“hal yang menjadi dasar acuan pertimbangan Hakim dengan menilai 
sifat, hakekat, dan akibat dan perbuatan Terdakwa dalam melakukan 
tindak pidana, karena sebagai prajurit TNI yang seharusnya menjadi 
panutan dalam melindungi masyarakat  tetapi atas perbuatan yang 
telah dilakukan Terdakwa justru menunjukkan betapa rendahnya 
disiplin Terdakwa yang merusak citra kesatuannya dan kesatuan TNI. 
 
Penjelasan wawancara tersebut Hakim dalam memutus suatu 
perkara harus mempertimbangkan kebenaran fisolofis (keadilan), 
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kebenaran yuridis (hukum), dan kebenaran sosiologis (sosial). Maka 
dari itu dalam memutuskan suatu perkara hakim harus melihat aspek 
- aspek tersebut, agar putusan yang dihasilkan hakim tidak 
mengesampingkan keadilan dan juga tidak mengesampingkan hak – 
hak terdakwa. Karena sebenarnya aspek yang ingin dicapai adalah 
untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang 
dilakukan oleh pelakunya dan juga upaya represif agar penjatuhan 
pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak 












Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka 
Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Penerapan Hukum Pidana Materiil oleh Hakim Pengadilan Tingkat 
Petama di Pengadilan Militer III-16 Makassar terhadap tindak 
pidana tanpa hak menjual dan menjadi perantara dalam jual beli 
Narkotika Golongan I pada perkara Putusan Nomor: 30-K/PMIII-
16/AD/II/2014 sudah tepat sebagaimana dakwaan alternatif oleh 
oditur militer yang telah dipilih oleh hakim yang menyatakan bahwa 
Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana 
penyalahgunaan Narkotika yang diatur dan diancam pidana dalam 
Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 
pidana tambahan yakni dipecat dari dinas militer, Putusan ini 
dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tingkat Banding di Pengadilan 
Tinggi Militer III Surabaya  Nomor: 68-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014. 
2. Pertimbangan Mejelis Hakim Militer dalam menjatuhkan putusan 
perkara Nomor: 30-K/PM III-16/AD/II/2014 yang dikuatkan oleh 
Pengadilan Tingkat banding di Pengadilan Militer Tinggi III 
Surabaya Nomor: 68-K/PMT.III/BDG/AD/V/2014 menurut penulis 
telah sesuai karena semua unsur dalam dakwaan alternatif telah 
terpenuhi karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti serta 
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dengan alat bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan 
Terdakwa sehingga Hakim memperoleh keyakinan bahwa 
Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan 
Narkotika yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 
2009 tentang Narkotika.. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyatakan 
beberapa hal sebagai berikut : 
1. Hakim Militer dalam memutus suatu perkara disarankan untuk lebih 
mempertimbangkan kebenaran fisolofis (keadilan), kebenaran 
yuridis (hukum), dan kebenaran sosiologis (sosial) dengan 
harapan, seorang Hakim dalam membuat putusan dapat bertindak 
adil dan bijaksana agar memenuhi rasa keadilan dan menjamin 
kepastian hukum. 
2. Diharapkan Majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap 
terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan secara 
cermat aspek psikologis dari terdakwa sehingga ketika terdakwa 
kembali ke masyarakat tidak akan mengulangi kembali 
perbuatannya tersebut. Karena terdakwa sudah merusak citra TNI 
dan juga perbuatan terdakwa bertentangan dengan sendi-sendi 
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